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RINGKASAN

Sedjalan dengan predikat yang melekat pada negara
Indonesia, yaitu sebagai negara hukum maka suatu kegiatan
pembangunan di negara Indonesia harus didasarkan pada
suatu ketentuan hukum.

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indone-
sia telah lama mendapat perhatian, oleh karena itu dice-
tuskan gagasan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan
pendataan penguasaan tanah guna memberikan kepastian hak-
hak atas tanah bagi masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pertanahan
ini perlu adanya sertifikat tanah, selain itu Jjuga serti-
fikat hak atas tanah merupakan alat bukti vang kuat.
Artinya selama tidak ada bukti lain yang membenarkan keti-
dakbenaranya maka apa yang tertulis dalam sertifikat itu
harus dianggap benar dan tidak perlu adanya bukti tambahan
lain.

Kenyataan yang ada di masyarakat dalam penerbitan
sertifikat itu tidak pernah lepas dari segala permasala-
hannya. Hal itu wajar saja karena situasi dan kondisi yang
tidak selalu berjalan mulus.

Terlepas dari itu semua, pemerintah cq Kantor Perta-
nahan Kabupaten Jember telah melakukan berbagai upaya
untuk mempermudah pengajuan permohonan sertifikat yaitu
dengan menerbitkan buku Petunjuk Praktis Mengenai Tata
Cara Mengajukan Permohonan Untuk Mendapatkan Sertifikat.

Bertalian dengan hal tersebut diatas di harapkan pula
adanya partisipasi masyarakat secara keseluruhan untuk
ikut serta memberikan dukungan demi terciptanya kesuksesan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemiliban Judul

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehi-
dupan manusia. Setiap orang memerlukan tanah, bahkan bukan
hanya dalam kehidupan, untuk matipun manusia masih memer-—
lukan sebidang tanah (K. Wantjik Saleh, 1977:7).

Tanah bagi pemiliknya atau yang menguasai hak atas
tanah mempunyai makna yang sakral dan bernilai tinggi. Ini
karena persoalan tanah sangat sensitif sifatnya, tidak
hanya mengandung aspek ekonomi dan kesejahteraan saja tapi
Juga menyangkut aspek politik, sosial, kultural, psikologi
dan religius.

Mengingat fungsi tanah memegang peranan yang sangat
penting bagi kehidupan manusia, tidak Jjarang persoalan
tanah menjadi sumber persengketaan. Dalam hal ini orang
tidak akan segan-segan mengorbankan nyawanya dan seluruh
harta benda miliknya untuk mempertahankan sejengkal tanah
yang dirasa menjadi hak miliknya.

Sejalan dengan keadaan tersebut, maka penggarisan
kebijaksanaan mengenal masalah tanah secara tegas telah
diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Istilah
"dikuasai" pada Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 2 bukanlah
berarti “dimiliki", tetapi berarti bahwa negara sebagai
Organisasi Negara diberi wewenang untuk mengatur segala
sesuatu yang berkenaan dengan tanah (Bachsan Mustafa,
1984: 498).

Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa hak
menguasal dari negara ini memberi wewenang kepada pemerin-
tah sebagai wakil negara untuk mengatur peruntukan, peng-
gunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
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Di dalam Passl 4 Undéng Undang Pokok Agraria ditentu-
kan tentang hak menguasal dari negara untuk wmenentukan
macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan
dipunyal olehl orang corang baik sendirl maupun bLercamns - aann
orang lain dan Badan Hukwn. Blla dipunyai oleh orang atau
Badan Hukum, maka hak atae tanah ini harus didafturkan ol

bukti- yvang

3Tl
-

2 Ial 1 :.rnr':n-"" rkadmm
1 .l'f‘"u] 11 g =1 "' .-;.--. 1Ll ' =

permohona PPikEt ot FUt . gbnle LEgEaiuan

adlahian

terkait

1.2 Bupupgan MaSule

Untuk mengetahul lebih Jauh permasalahan yang terjadl
pada pengajuan pesmchonan sertifikat, penyusun batasli pads
permasalahan yang akan menjadi acuan dan bahan kadlano

dalam penulisan ini sebagsi berikut ;
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Lite

a. bagaimanakah progedur adminlatrasl  dalam rengajuan
permolionan sertifikat tanah 7

b. bagaimanakah mengenal ketentuan  blaya rengajusn
gertifikat 7 |

. beraps lamakeh Jangka waktu pengajuan rermchonan sevti-
fikat ?

Adapun tujuan yang hendak dicapal secara kEhusue ada-

lah sebagai berikut

#2. untuk wengetahul prosedur apa saja yang diperlukan agar
dapat member! kemudshan kepada para pemohon sertifihat
hak milik atas tanal:
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L. untuk mengstzhul bLerapa besar blava yeng diperlulian
dalam pengajuan permohonan sertifiliat hak milik abaes
tanahi

c. unbuk mengetahui berapa lama waktu permchonan ceriflilat
vang diajukan oleh si pemohon ituj

1.4 Metods Pepullizan
Untuk menjamin J -
- , maka d

rertanggungd awabean
cara deskriptif,

ey

sumber

Data primsrdibs _ 1 darl swnber
yang tidak tertulis yaitu ksterangan dan pengelasan

penjelasan daril Kasl Pendaftaran dan Pengukuran [al  Atas

Tanah pada Kentor Pertanahan Eabupaten Jember yang berwe-
nang sebagai regponden dalam penulizan skripsi inl.
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1.4.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepus-
takaan melalui buku-buku literatur, karangan para sarjana,
makalah-makalah, peraturan-peraturan serta informasi yang
berkaitan dengan permasalahan ini sehingga keterangan dan
data—-data vyang dipeloleh menjadi jelas dan benar-benar
sesuai dengan Jjudul skripsi ini.

1.4.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang ada
hubungannya dengan obyek atau masalahnya. Instrumen atau
alat pengumpulan data memegang peranan penting, karena
Jika salah dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan pokok
permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data yang diguna-
kan adalah sebagai berikut:

1.4.3.1 Studi Kepustakaan

Maksudnya data yang diperoleh dari kepustakaan, hal
ini diperlukan untuk mencari landasan teori yang sesuai
dengan pokok permasalahan. Cara vang digunakan adalah
dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur-
literatur, baik perundang-undangan, KkKarya tulis ilmiah
vang berkaitan dengan Judul skripsi, dan Juga studi
dokumen yang dihimpun dari dokumen-dokumen yang terdapat
di instansi atau badan terkait.

1.4.3.2 Wawancara

Wawancara langsung vang bebas berpedoman, maksudnya
adalah tidak menyerahkan daftar pertanyaan melainkan hanya
arahan data yang diinginkan oleh penulis yvang telah diper-
siapkan terlebih dulu. Kemudian dari hasil tersebut dike-
lompokkan berdasarkan jenis dan sifat data setelah terle-
bih dulu diadakan pengeditan data-data yang tidak perlu.
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;

Selanjutnya unutk data pengamatan dikumpulkan melalui
pengamatan naon partisipatif, vakni menggunakan
catatan-catatan lapangan untuk mencatat kejadian-kejadian,
Bejala-gejala sosial, keadaan dan tingkah laku yang berhu-
bungan dengan tujuan penelitian.

1.4.4 Analisa data

Metode analisa yang dimaksud di sini, vaitu metode
analisa deskriptif analitis, yaitu suatu cara untuk mem-
peroleh gambaran selengkapnya secara Jelas, dengan cara
mengkaitkan keberadaan yang ada dilapangan dengan teori-
teori yang ada, sehingga akan tampak jelas permasalahannya
yvang akhirnya dapat ditemukan Jjalan penyelesaiannya,
kemudian dapat disimpulkan dan diberi garan-saran untuk

mengatasi permasalahan yang ada (Masri Singarimbun,
1888:64).
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BAE 11
PROBLEMAST PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH

2.1.1 Pengertian Sertifilkat Hak Milik Atas Tanah
Sertifikat adslah surat tanda bukti hak atas tanal
vang terdiri dari salinagdifptansh dan asll surat  wlur

Rashid, 19B6:88).
Fener intah

plah aall-

(R. Sochad¥) TP84:5E 7
Dari kedua 08 gel BYTikat (sertiflikal

sementara) mempunyai fungei dan kelkuatan pembukbtian  yang
sama, yaltu merupakan jJamlnan kepaztian ‘hukum yaszg lkuatb
bagi pemilikan terbadap hakaya atas tanah.

Hak millk atas tanah menurut ketentuan Pasal 20 ayatl
1 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak atas tanah yang
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i}

turun temurun; terkuat dan terpsnuh. Turun temurun artinya
hak milik ataz tanash ter=ebut ferus menerus diturunkan
kepada para ahli warisnya. Terkuat dan terpenul  art lnyva
bahwa hak milik atas Lanah tersebut adalah hak paling kuat
dan paling penuh Jjika dibandling dengan hak-hak atas tanah
yang lainnya. Namun bukay berarti biakk milik stas tanal iiu
bersifat mutlak dan
diganggu gugat,
Tungai sosial ze

Latas serta tidak dapat
tanah  mempunyal
,dLﬂﬂN&.

SHEUCTMETE |
ma.juan Jam:m. -

Ditinjad darl segi yurldig mengenal atatus hulum slapn

yang berhak atasnya (glapa yans mempunyai) dan ada atau
tidaknya hak-hak sarts kepentingan pthak lain (pihak
ketiga). Kepastian mengenai status hukum dari ‘tanah
vang bersangkutan. Dimans maslug-masing memberikan
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2

wewenang dan meletalkkan kewajiban yang berlainan hepada
pihak yang mempunyalinnya;

2. memberikan kepastian obyek
Dalam hal ini memberikan kepastian tentang bidang
teknis yang menyangkut : lstalk, Jluase dan bataz-batas
tanah yang bersangkutan. Hal inl bertujuan untuk
menghindarkan sengketa - an hari;

3. memberikan kepastiaf Sebyek

"’gﬂfsﬂ;emgumyaidi- can untuk mengo-

JER

gy bila akan

alat atau

hulum
terte

memenutd sshn PRERAl £l ] |

ndalft*ﬁr PHERUE ity tld di dengay i =uh

Agraria) khi=Wenys

a. Pazal 18 ayat 1 dan &
"Untuk menjamin kepastlan hukum oleh pemerintah
dliadakan pendaftaran tapah diseluruh wilayalh Repub-
lik Iadoneala menurut ketenbuan yeng diatur dalam
Peraturan Pemerlinlah yang meliputi :
- pengukuran, perpetaan dan pembukuan btanah;
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rendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak
hak tersecbut:
- pemberian surat tanda buktl hak. vaug berlalu
sebagal alat bukti vang kuat"
. Paaal 23
“Hak milik, demikian pula setlap peralihannya, ha
pusnya  dan pembebananya dengam hak hak lain  lharus
didaftarkan menurut ketentuan yang dimakeud dalam
pasal 10 pendaftaran itu merupakan alat pembultlaen
vang kuat mesznal hapegnye hak milik serta  pembe

1981 Tenbang Pen-

N s Jawn b an

L - v dalam

Y r_:!.\ah inl d d O8eal yang

=l Men i’i“‘ ‘ii’r . Py
ol - t

LasS ]
‘1 a.nah yang lex P’ be Baan
nbans glapa vz halkk atas

P@I‘EE LS).

sesustu ,*Lanah,.maka Pan & '
saikan 3 damdi. Jika usaha

yang be i§ngan dslam persel

pereeli ;

atas

’ ' R " Fyo ditetapkan
oleh Menterl Ag ; Fetenluan babwa  surst
ukur itu selain Mth&t gambur tanah yang melukickan
batas tanah, tanda batas, gedung-gedung, Jalan Jalan
saluran air dan laln-laln benda yang pentins. harus
memuat pula

&. nomor pendafbaran;

b. numor dan tahun surat ukur /buku tanali;

c. nomor paak (Jika mungkln):
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uralan tentang letak tanah;:

uralan tentang keadaan tanah;

luas tanah;

orang atau orang-orang yvang menunjukkan batas -
batasnya."”

Pasal 13 ayat 3 dan 4

G oo

"Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit

menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampul yang
bentuknya ditetapkan oleh Mentri Agraria, disebut
sertifikat dan diberikan kepada vang berhak.
Sertifikat tersebut adalah surat tanda bukti hak
vang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok
Agraria'’.
Pasal 18
“"Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas
tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum
diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan
dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak terse-
but, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus
disampaikan surat atau bukti hak dan keterangan
Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang
membenarkan surat atau surat-surat bukti halk.
Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak
beserta keterangan, maka Kepala Kantor Pendaftaran
tanah mengumumkan permcohonan pembukuan hak itu di
Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama
2 bulan berturut-turut. kalau dianggapnya perlu,
maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan
Kantor Asisten Wedana itu Kantor Pendaftaran Tanah
dapat Juga mengumumkan dengan cara lain.
Jika dalam waktu 2 bulan tidak ada yang mengajukan
keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku
tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan
keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda
pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membe-
narkan hak pemohon atas tanah itu. Setelah pembukuan
dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran
Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat semen-
tara’.
Pasal 22 ayat 1 dan 2
"Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat
menolak permintaan uantuk membuat akta sebagai yvang
dimaksud dalam pasal 19, jika
a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat
tanah yang bersangkiutan;
b. tanah yang menjadi obyek peranjian ternyata masih
dalam perselisihan;
c. tidak disertai surat-tanda-bukti pembayaran biaya
pendaftarannya.
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Jika pejabat dianggapnya perlu maka ia dapat minta
supaya pembuatan akta disaksiakn oleh Kepala Deega
ian searang anggota Pemerintah Desa yang bersangku-
all .
h. Pasal 25 ayat 1
"Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru.
menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan tang
gungan hak atas tanah yang belum dibubukan dibuat
cleh pejabat JLka kepadanya, dengan menyimpang dalam
pasal 22 ayat (1) sub_ap diserahkan surat keterangan
Kepala Kantor - raie Tanalh, yang menyatakan,
bahwa hak ataz gl s memiliki gertifikat
al gyrahi-daerall keoama-
Bedudukan Kepala
3 diganLi

tair  di
Kantor

B &
.......

Perlakunyva
"Memanghkas

Sebagaiamana kitza ketshul, peraturen hukum pertanahan
lama (produk dari kolonial) tidak menJamin kepasblan hulkum
bagi eaelurub rakyat Indonesia, karena sifatnya dualisme.
Disatu saisi diatur produk hukum kolonial yang tidak
memberikan keuntungan kepada rakyat terhadap tanahnye.
Disisi lain diatur dengan hukum adat yang umumnya tidak


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember
13

tertulis, sehingga mempersulit pembuktian kepemilikan
tanah.

Jika pendaftaran tanah itu dapat terselenggara dengan
baik, maka akan tercipta adanya kepastian hukum , pihak-
pihak yang bersangkutan dengan tanah maupun orang lain
vang membutuhkan informasi tentang tanah dapat mengetahui
status dan kedudukan hukum dari tanah-tanah vang ada.
Juga dapat diketahui siapa pemegang haknya, obyeknya,
luasnya dan batas letak dan hak yang membebani tanah
tersebut.

Jadi pemerintah "wajib" menyelenggarakan pendaftaran
tanah. Sedangkan pemilik atau remegang hak atas tanah baru
mempunyai kewajiban mendaftar jika ada kebutuhan mendesak
atau terjadi perubahan status hak atas tanah (Jual beli,
tukar-menukar, pewarisan) atau dijadikan Jjaminan hutang
(kredit). Jika tidak ada berubahan status tanah, maka
tidak ada kewajiban pemegang hak untuk mendaftarkannya.

Pada kenyataannya sampai pada usia Undang-Undang
Pokok Agraria yang ke-34, ketentuan yang mewajibkan peme-
rintah untuk mendaftar tanah di seluruh Indonesia seba~
gaimana diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok
Agraria belum terlaksana secara optimal. Terbukti dari
pernyataan CSony Harsono, Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional bahwa saat ini dari 54 Juta
bidang (persil) tanah di seluruh Indonesia , baru sekitar
20% atau 12 juta persil vang sudah bersertifikat.

Berbagai upaya telah ditempuh remerintah untuk meme-
nuhi kewajibannya menyelenggarakan pendaftaran tanah.
Misalnya, dilakukan Prona (proyek operasi nasional
agraria), yaitu mendaftar perdaerah (desa) tertentu dengan
biaya yang seringan mungkin.

Namun program ini belum berjalan sebagaimana diharap-
kan. Ada" oknum" yang memungut dan mengutip biaya tinggi
dari masyarakat. Padahal program proyek operasi nasional

agraria dilaksanakan dengan biaya ringan.
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Sementara pemerintah belum dapat melaksanakan "kewa-

Jibannya” mendaftar seluruh tanah, remegang hak dengan
insiatif sendiri mengajukan permohonan pendataran ke
kantor Pertanahan. Ternyata keinginan masyarakat untuk

mendaftarkan (menyetifikatkan) tanahnya tidak selamanya

mendapat sambutan yang memuaskan. Proses pensertifikatkan

tanah sering dikeluhkan masyarakat, karena tidak semudah

vang digariskan dalam teorinya. Banyak hambatan vang

ditemui masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya.

Ada empat faktor penegakan hukum yang dapat diukur

baik buruknya, antara lain

1. peraturannya
Jika kita teliti, peraturan perundang-undangan vang
mendasari dilaksanakannya pendaftaran tanah ternyata
sudah memadahi. Karena Undang-Undang Pokok Agraria
merupakan ketentuan dasar. Ia hanya memuat hal-hal vang
pokok saja mengenai pendaftaran tanah, vaitu dalam
rasal 19. Pelaksanaan pasal 19 Undang-Undang Pokok
Agraria dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerin-
tah Nomor 10 Tahun 1961. Meskipun demikian tuntutan
agar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diubah,
banyak dilontarkan berbagai kalangan.

2. faktor pelaksanaannya
Ternyata faktor 1inilah yang sering disalahgunakan
masyarakat. Tidak jarang masyarakat menyatakan bahwa
pensertifikatan tanah memakan biaya yang terlalu ting-
gi, Jangka waktu lama, dan pelayanan petugas yang
kurang memuaskan. Masih ada petugas yang kurang
profisional. Biaya resmi yang telah ditentukan pemerin-
tah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 dirasakan
cukup ringan oleh masyarakat. Tetapi biaya-biaya "tidak
resmi” yang dipungut oleh oknum sering mencekik.
Masyarakat harus mengeluarkan” biaya lain-lain" diluar
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laln-lain” diluer blaye resmi. Selanjutinya, Janeka
waktu pensertifilkatan tanah yang dapat ditoleransi
adalah enam bulan. Lebih dari itu dinilal terlalu lama,
apalagl sampal bertahun-tahun. Kendala lein adalahk
masyarakat sering bolak-balik ke Kantor  Pertanahan
dalam mengurus certifikat. Pengurusan tiga sampal empat
kali dinilal wajar, celsb¥mya gudah tidak wajar lagi.

gyarat  dan
selesal ternyata

g 3| l.n_gllnga.:L Jarak
!ﬁ §6 ¥ Kant Pertanahan
an membutu i} 1 . SNEPC T

yang dipy

- o : e T Wi \‘_ " o v h
eberfaddlan M‘l p Larg ' pada
tinggl . daliny aran W mayarakat .
Semakin tingZ¥™ 3 ' e cemaklin memberl -
kar hasil yang makln bailk ddlam renegakkan  huloum.
Berkaitan dengsn faktor inl, ada yang berpendapat

bahwa keengganan masyarskst mensertifikathan Lapal
karena kurangnya kesadaran hulum.
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2.3 Masalah Yang Timbul Di Masvarakat

Setelah kita teliti lebih jauh dari adanya koreksi
masyarakat tentang kesulitan penerbitan sertifikat hak
atas tanah. Ternyata yang sering disalahgunakan adalah
pada faktor pelaksananya.

Di dalam pengajuan permohonan sertifikat di Badan
Pertanahan Nasional syarat-syarat administrasi yvang diper-—
lukan telah ada ketentuan yang baku. Dan syarat-syarat
tersebut telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada. Tapi berdasarkan kenyataan yang ada di
masyarakat persyaratan tersebut dirasakan cukup sulit dan
kadang terlalu berbelit-belit.

Mengenai ketentuan pembiayaan, sebagaimana vang telah
diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1992 adalah ringan, tapi dalam kenyataan
vang terjadi ada biaya-biaya "tidak resmi" vang dipungut
“oknum", hal ini dirasakan sangat berat oleh masyarakat.

Jangka waktu pengajuan permohonan sertifikat menurut
ketentuan yang ada adalah tiga sampai empat bulan.
Kenyataan yang terjadi di lapangan ada vang sampai lebih
dari enam bulan bahkan sampai bertahun-tahun.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

BAB TITI1IXI
PEMBAHASAN DAN PENDAPAT

3.1 Peraturan Yang Berlaku Mengenai Pensertifikatan Hak

Atas Tanah

Mengingat pentingnya fungsi sertifikat hak atas
tanah, maka dipandang perlu untuk disebarluhskan kepada
masyarakat tentang tata cara seseorang mengajukan sertifi-
kat sebagai bukti hak pemilikan atas tanah yang mempunyai
kekuatan hukum. :

Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria diten-
tukan bahwa pendaftaran tanah itu meliputi dua hal yaitu

— pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah-tanah serta
renyelenggaran tata usahanya;

- pendaftaran hak =serta peralihamnya dan pemberian
surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat
pembuktian vang kuat.

Untuk penyelenggaraan tata usaha rendaftaran tanah
oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan (diatur dalam
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961)

- daftar tanah;

— daftar nama:

- daftar buku tanah;

- daftar surat ukur.

Surat ukur itu selain memuat gambar tanah vang melu-
kiskan batas tanah, tanda-tanda batas, menurut Pasal 11
ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang
renting adalah

- nomor pendaftaran;

- nomor dan tahun surat ukur:

— nomor pajak jika mungkin;

— uralan tentang letak tanah;:

luas tanah;

17
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- orang atau orang-orang yang menunjuk batasnya.
Setiap surat ukur dibuat rangkap dua (Pasal 2 ayat 3
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961)

- satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian

dari sertifikat ;

- satu lagi disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah.

Setelah ada pengesahan maka dari tiap-tiap bidang
tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah
ditetapkan, hak-hak dibukukan dalam daftar buku tanah,
sebagaimana diatur 'dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 (Soetomo, 1981: 45-46).

Pada akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa
sertifikat hak atas tanah, maka pendaftaran tanah sering
disebut juga dengan pensertifikatan tanah.

Sertifikat seperti halnya yang dinyatakan dalam pasal
13 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981 itu
terdiri dari buku tanah dan surat ukur. Dalam buku tanah
tersebut dihimpun keterangan mengenai

- nama hak atas tanah;

- subyek hak atas tanah;

- peralihan hak dan pembebanannya jika ada terhadap

hak atas tanah.
Dalam surat ukur dihimpun keterangan mengenai

- dimana letak tanahnya;

- berapa luasnya;

—~ batas-batas tanah tersebut.

Keterangan yang terhimpun dalam buku tanah disebut kelom-
pok yuridis. Sedangkan keterangan yang dihimpun dalam

surat ukur disebut kelompok teknis. (Bagoes Soenargo,
1889:8).

Sebelum kita bahas lebih lanjut, terlebih dahulu
harus kita bedakan antara permohonan sertifikat

berdasarkan Akta peralihan hak maupun Akta pembebanan atau
Credit Verband. Untuk Akta Peralihan Hak dibuat oleh
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Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), sebelum tanggal 1 Maret
1986, tanpa dibuatkan keterangan Pendaftaran Tanah yang
disebut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Untuk Akta Peralihan Hak vang dibuat setelah tanggal
1 Maret 1986 berlaku prosedur sesual dengan instruksi
Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur Cqg Kepala Derektorat
Agraria di Surabaya tanggal 28 Desember 1985 Nomor
584 /33060-5/325/1985 tentang Tata Administrasi Dibidang
Pendaftaran Tanah. Dalam instruksi tersebut dijelaskan
bahwa sebelum Akta Peralihan Hak atau Akta Pembebanan
disyahkan oleh P.P.A.T., maka terlebih dahulu didaftarkan
di Kantor Agraria, dengan membawa Akta dimaksud berikut
surat-surat yang berkaitan dengan Akta tersebut yang sudah
ditanda tangani oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat
sekaligus membayar biayanya diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 Jo No.2 Tahun 1978.
(Petunjuk Praktis Tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan
Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, 1987;1)

Bahkan untuk saat ini telah dibuat peraturan baru
yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Naional Nomor 2
Tahun 1992 tapi peraturan vang lama masih tetap digunakan
sepanjang belum diatur dalam peraturan vang baru tersebut.

3.2 Kondisi Sosial dan Ipstansional

Indonesia adalah negara agraris, dimana sebagian
besar penduduknya hidup dari hasil rertanian.
Dengan melihat kondisi semacam inilah, fungsi tanah mem-
punyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masya-
rakat. Tanah pada masa kini dan masa mendatang merupakan
aset yang sangat tinggi nilainya. Dengan semakin maju ilmu
dan teknologi semal:in banyak cara yang dilakukan manusia
untuk mendapatkan tanah walaupun cara itu nantinya akan
merugikan orang lain.
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Untuk menghindari hal semacam itulah pemerintah
melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia. Dalam mempercleh sertifikat hak atas tanah di-
perlukan suatuy usaha, waktu dan biava, sehingga
permintaan sertifikat itu mungkin
1. Atas kemauan zendiri

Seseorang mengajukan permohonan pengeluaran sertifi-
t

. dtas lkemauannya sendiri dengan alasan antara
in

—

a
a
sadar akan kegunaan sertifikat:

- hendak mengamankan atau memperkuat pembuktian hak

atas tanah:

- Supaya mudah memindahkan atau membebani hak atas

tanah

— pérmintaan orang atau pihak lain, misalnya: bank,

karena ingin atau perlu mengetahui kepastian hukum
atas tanah tertentu, sehubungan dengan pemberian
kredit.
2. Diwajibkan oleh peraturan rerundangan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mewaj ibkan
kepada pemegang hak atasz tanahnya untuk mendaftarkan
hak atas tanahnya (minta sertifikat) apabila terjadi
atau akan dilakukan peristiwa tertentu. (Effendi Per-
anginangin, 1990 :9)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam  Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 beserta peraturan pelaksa-
naan, bila seseorang hendak mendapatkan sertifikat hak
atas tanah maka harus melalui tahap-tahap dan memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

TAHAP I

Pemohon sertifikat hak atas tanah dapat dibagi menja-
di 3 golongan dan masing-masing diharuskan memenuhi per-
syaratan tertentu :
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Penerima hak

vaitu penerima hak atas tanah negara berdasarkan surat

keputusan Pemberian Hak yang dikeluarkan oleh Pemerin-

tah cq Badan Pertanahan Nasional atau peJjabat yvang
ditunjuk. Bagi pemohon ini diharuskan melengkapi diri
dengan persyaratan

- surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang ber-
sangkutan (asli);

- tanda lunas pembayaran uang pemasukan yang besarnya
telah ditentukan dalam surat Keputusan Pemberian Hak
Atas Tanah tersebut.

Para ahli waris

yaitu mereka yang menerima warisan tanah, baik

tanah bekas hak milik adat atau hak lainnya. Bagi

pemohon ini diharuskan melengkapi diri dengan persyara-
tan berupa

- surat tanda bukti hak atas tanah, yang berupa serti-
fikat hak atas tanah yang bersangkutan ;

- bila tanah yang bersangkutan belum pernah disertifi-
katkan, maka harus disertakan surat tanda bukti hak
atas tanah lain seperti : surat pajak bumi dan ba-
ngunan, petok D (lamé), surat keputusan penegasan
pemberian hak dari instansi yang berwenang;

- surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan Camat,
yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut;

- surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh
instansi yang berwenang (Kepala Desa atau Lurah dan
Camat);

- surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah
dimiliki;

- turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- keterangan pelunasan pajak tanah sampai saat

meninggalnya sipewaris;
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A

= 1jin peralihan hak Jika hal itu disyaratkan.

Para pemilik tanah

yaitu mereka yang memiliki tanah berasal dari

Jual-beli, hibah. lelang, konversi hak dan lain-lain.

Bagi pemohon ini diharuskan melengkapi diri dengan

bersyaratan.

Eila tanahnya berasal dari Jual-beli, syarat-syarat

tersebut adalah

= Akte Jjual-beli vang dibuat dan dihadapan Pejabat
Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang dinyatakan bahwa akte
tersebut tidak cacat hukum;

- sertifikat atas tanah vang bersangkutan:

— bila tanahnya belun pernah disertifikatkan, maka
harus diserahkan bulkti hak atas tanah lainnya surat
seperti surat pajak bumi dan bangunan atau petok D
(lama) dan segel-segel lama atau Surat Keputusan
Penegasan / Pemberian Hak dari instansi yvang
berwenang;

- Burat Keputusan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat
vang membenarkan surat tanda bulkti hak tersebut;

- Surat Pernyataan tentang jumlah tanah yang telah
dimiliki;

- fturunan surat keterangan warga negara Indonesia yang
disahkan oleh rpejabat yang berwenang;

= 1jin peralihan hak jika hal ini disyaratkan.

Jika tanahnya berasal dari hibah, maka syarat-syaratnya

adalah

- Akte hibah vang dibuat oleh dan dihadapan Petugas
Pembuat Akte Tanah (PPAT), yang dinyatakan bahwa akte
tersebut tidak cacat hukum;

- bila tanahnya belum pernah disertifikatkan, maka
harus disertakan surat tanda bukti haak lain seperti,
surat pembayaran pajak, bumi dan bangunan (PBB) atau
petok D (lama) dan segel-segel lama atau surat
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keputusan penegasan / pemberian hak dari instansi
vang berwenang:

- Surat Keterangan Kepala Desa vang dikuatkan oleh
Camat;

- sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;

- Surat Pernyataan tentang jumlah tanah vang telah
dimiliki;

- turunan Surat Keterangan warga negara Indonesia yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang;

= iJin peralihan hak, jika hal itu disyaratkan.

Bila tanahnya dari lelang, maka syarat-syaratnya

adalah

— kutipan otentik berita acara lelang vang dibuat oleh
Kantor Lelang; :

- sertifikat hak atas tanah vang bersangkutan atau
tanda bukti hak atas tanah lain vang telah diketahui
oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat;

- Surat Pernyataan tentang jumlah tanah yang telah
dimiliki;

- keterangan pelunasan atau bukti lunas rpajak tanah
yang bersangkutan:

- Turunan Surat Keterangan warga negara Indonesia yang
disahkan oleh pejabat yvang berwenang;

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dimin-
ta sebelum lelang dilakukar.

Bila ©berasal dari konverzi tanah vasan, maka persya-

ratannya adalah

Bagi daerah vang sebelunm tanggal 24 September 19860

sudah dipungut pajak adalah

- surat pelunasan pembayaran pajak, bumi dan bangunan
(PBB);

- keputusan penegasan/ pemberian hak dari instansi yang
berwenang (Camat/ PPAT):

- surat asli jual-beli, tukar menukar dan sebagainya;
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- Surat Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang
membenarkan isi keteranga-keterangan tentang tanah
vang bersangkutan;

- surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa tanah
tersebut tidak berada dalam sengketa dan tidak dija-
dikan tanggungan hutang, serta sejak Lkapan tanah
teraebut dimiliki.

b. Bagi daerah yang sebelum tanggal 24 September 1860
belum dipungut pajaknya adalah

- keputusan penegasan/ pemberian hak dari instansi
yang berwenang;

- surat asli jual-beli, tukar menukar dan sebagainya;

- Surat Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang
membenarkan isi keterangan-keterangan tentang tanah
vang besangkutan;

- surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa tanah
tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dijadikan
tanggungan hutans, serta sejak kapan tanah tersebut
dimiliki.

Bila keterangan tidak ada keberatan dan sudah
dipandang cukup dari pihak lain, berarti tanah tersebut
tidak terhalang untuk diterbitkan sertifikatnya.
Sesudah itu pemochen akan diberitahu tentang keku-
rangannya dan diperintahkan untuk segera melengkapinya.
Terhadap tanah-tanah vang ternyata ada keberatan dari
pihak lain, untuk pensertifikatannya baru dapat dilakukan
bila masalahnya telah diselesaikan. Tanah yang dalam
sengketa tidak akan diproses.

TAHAP 11

Bilamana semua perayaratan yang telah ditentukan itu
sudah dipenuhi, maka selanjutnya mendaftar ke Kantor
Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya setempat. Tanah vyang

belum didaftarkan sekaligus diperlengkapi dengan
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persyaratannya, dan sebagai bukti diberikan Surat Kete-
rangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai kelengkapan dari
persyaratan-persyaratan yang telah diserahkan.

Kegiatan selanjutnya dilakukan oleh Badan Pertanahan
Nasional cq Seksi Pendaftaran Tanah. Kegiatan-kegiatan itu
meliputi pengukuran, pemetaan dan pendaftaran haknya. Bila
pengukuran, pemetaan dan pendaftaran haknya itu dilakukan
untuk pertama kali, maka disebut dengan istilah dasar
permulaan (opzet). Sedangkan bila kegiatan itu meliputi
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, baik vang
mengenai tanahnya maupun pPihak-pihak yang mempunyainya,
maka kegiatan ini disebut dengan istilah dasar peralihan
(bijhauding).

Kegiatan-kegiatan pengukuran, pemetaan dan lain-lain
untuk permohonan yang disyaratkan harus diumumkan terlebih
dahulu dan hanya dilakukan bila tenggang waktu Pengumuman
itu telah berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak
lain. Untuk pemochon vyang tergolong ahli waris dan remilik
tanah, pengumuman itu ditempatkan di Kantor Kepala Desa
dan Kantor Kecamatan selama 2 bulan.

Tanah-tanah yang akan diukur dan dipetakan harus
diberi tanda batas, seésual dengan Ketentuan Peraturan
Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961.

Penetapan batas-batas tanah ini dilakukan atas dasar
penyesuaian pendapat antara para pemilik tanah yang berba-
tasan. Oleh sebab itu selain pemilik tanah perlu hadir dan
menyaksikan pula pemilik tanah vang berbatasan, sehingga
dapat dihindari adanya salah letak terhadap batas
tersebut.

Hasil pengukuran kemudian dipetakan dan dibuat surat
ukurnya atau gambar situasinya. Sudah barang tentu surat
ukur tersebut harus sesuai dengan peta pendaftaran
tanahnya dan gambar situasinya. Surat ukur dan gambar
situasi tersebut diberi tanggal dan nomor wurut menurut
tahun pembuatanya.
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Bidang-bidang tanah yang telah diberi tanda batas,
diukur, dipetakan dan ditetapkan subyek haknya, kemudian
haknya dibukukan dalam daftar buku tanah dari desa vang
bersangkutan. Daftar buku tanah hanya dipergunakan untuk
mendaftar satu hak atas tanah. Tiap-tiap hak atas tanah
yang sudah dibukukan diberi nomor menurut macam haknya.

TAHAP III

Pada tahap ini semua macam hak atas tanah vang telah
dibukukan dibuatkar salinan buku tanah vang bersangkutan.
Salinan buku tanah itu dan surat ukurnya atau
gambar situasinya, kemudian dijahit menjadi satu
dengan diberi sampul yang bentuknya telah ditetapkan
cleh Badan Pertanahan Nasiocnal, demikianlah hingga
terciptalah sertifikat atau sertifikat sementara.
Sertifikat atau setifikat sementara yvang telah jadi itu
kemudian diterimakan kepada pemohon yang bersangkutan.
(Sudjito, 1987: 74-80)

3.3 Pendapat

Prosedur pengajuan permchonan sertifikat memer lukan
waktu yang agak panjang karena bukan hanya pendaftaran
saja melainkan Jjuga pemetaan dan rengukuran yang Juga
memer lukan waktu. Terlebih lagi dalam pengukuran, petugas
tidak Jarang dihadapkan pada masalah dimana pihak-pihak
yang tanahnya berbatasan tidak menyetujui atau terjadi
perselisihan mengenai batas-batas tanahnya.

Prosedur administrasi yang dirasakan terlalu berbe-
lit-belit 1itu kadang-kadang masyarakat tidak menanyakan
langsung pada bagian informasi di Kantor Pertanahan. Tidak
Jarang pula masyarakat yang tidak membawa bukti pembayaran
/ kwitansinya sebagai persyaratan yang telah diatur dalam
pasal 22 ayat 1 sub ¢ . Hal inilah yang menyebabkan mereka
harus bolak-balik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
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celain itu juga dalam pengajuan permohonan sertifi-
kat hak atas tanah di Kantor Pertanahan tidak berdiri
sendiri melainkan masih ada instansi terkait lain yang
Juga sangat berpengaruh seperti Kantor Desa, Kantor Keca-
matan, Pejabat Pembuat Akte Tanah.

Seperti halnya yang terjadi di Kota Ngawi, sekitar
500 pemochon sertifikat dari desa di Kecamatan
Karangjati, sampai saat ini belum menerima serifikat.
Padahal mereka telah membavar biaya pengurusannya ke
Kantor Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) setempat.

Penyebab terkatung-katungnya masalah ini karena
berkas para pemochon sertifikat masih ngendon di Kantor
Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Karangjati dan
belum dilimpahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasiocanal
(BPN) Ngawi.( Jawa Pos, 1396:12).

Pengajuan sertifikat yang berasal dari petok harus
melalui konversi terlebih dahulu. Konversi 1ini berlaku
untuk pensertifikatan tanah hak yasan yang tanda bukti
haknya dimiliki atau diterbitkan sebelum tanggal 24 Sep-
tember 1960, dan tertulis atas nama yang tercantum dalam
petoknya. Konversi ini diumumkan selama 2-3 bulan. Apabila
Jangka waktu tersebut tidak ada keberatan (sanggahan)
ataupun sengketa dari pihak-pihak lain, maka pensertifi-
katan itu dapat segera diterbitkan.

Mengenai ketentuan biaya sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1992 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1978 =sangat ringan. Tentang adanya anggapan bahwa biaya
vang harus dikeluarkan itu terlalu tinggi, hal itu karena
meraka tidak mau mengurus sendiri di Kantor Pertanahan
setempat. Mereka lebih banyak yang menggunakan Jjasa
makelar atau calo, bahkan tidak sedikit yang menggunakan
Jasa Notaris. Seperti kita ketahui, seorang Notaris mem-

punyai peraturan tersendiri mengenai masalah itu.
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Melaluil pendaftaran tanah ini berarti akan diketahui
beberapa informasi tentang subyek dan obyek tanah secara
terinci, dan bukannya hanya informasi tentang pendaftaran
tanah. Tetapi lebih dari itu akan memuat informasi tentang
segala sesuatu yvang terjadi atas tanah dikemudian hari,
baik secara teknis maupun yuridisnya. Misalnya ketika
terjadi mutasi-mutasi, pembebanan, pemecahan dan lain-lain
hal vang sangat penting dan mempengaruhi status hak atas
tanah. Semua itu dicatat, kemudian didaftar dalam Daftar
Umum atau Buku Tanah dan sertifikatnya (Ali Sofyan Husein,
1895 144).

Pihak B.P.N. telah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan pelayanan serta profisionalisme kerja bagi
masyarakat , diantaranya dengan adanya komputerisasi,
menyekolahkan karyawan baik dengan biaya sendiri maupun
dibiayai oleh instansi vang bersangkutan.

Petugas yang tidak berada ditempat saat pemohon
datang, karena mereka memang sedang melaksanakan tugas
diluar kantor, misalnya tugas dilapangan dalam rangka
pembinaan Camat (PPAT), menerima tamu baik dari Kanwil
maupun dari pusat dan tugas-tugas sosial lainnya yang Jjuga
tidak dapat ditinggalkan. Masing-masing personal di ling-
kungan Kantor Pertanahan tidak dapat dipisahkan antara
satu dengan lainnya. Jadi dedikasi dan integritas mereka
sangat tinggi dalam menyelesaikan tugas, sebab jika tidak
mereka akan tersisih dengan sendirinya.

Sertifikat apabila dilihat dari segi pembuktian, maka
merupakan tanda bukti hak yang kuat, tetapi bukan merupa-
kan satu-satunya alat bukti hak atas tanah, hanya tingkat
kekuatannya saja yang membedakan dengan alat-alat bukti
vang lain. Disebut kuat karena selama tidak ada bukti lain
vang membuktikan ketidakbenarannya, maka apa yang tertulis
dalam sertifikat itu harus dianggap benar dan tidak perlu

adanya bukti tambahan. Sedangkan alat bukti lain seperti
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petuk, pajak, irik, kikitir dan yang sejenisnya hanya
merupakan alat bukti permulaan vang masih harus dikuatkan
oleh alat-alat bukti lain seperti saksi-saksi. (Ali cofyan
Husein, 1995: 139).

Dalam praktek sering terjadi kekaburan mengenai
siapakah sebenarnya yang berhak untuk membatalkan suatu
sertifikat hak atas tanah yvang dipunyai oleh seorang warga
masyarakat. Kadangkala terjadi Pengadilan secara tegas
menyatakan mengabulkan permohonan gugatan dari seorang
penggugat yang menuntut pembatalan sertifikat yvang
diterbitkan secara keliru atau terdapat kesalahan dalam
penerbitannya (cacat hukum).

Sertifikat yang cacat hukum berarti sudah cacat
sejak dari awal. Hal itu terjadi kemungkinan pihak desa
memang tidak mengetahuinya. Ini biasanya terjadi pada
sertifikat lama atau sertifikat vang diterbitkan sebelum
tahun 1970, karena pada waltu itu belum ada peta atau
tidak menggunakan gambar situasi.

Menurut pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
& Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak
Atas Tanah yang berakibat batalnya serifikat adalah reja-
bat yang berwenang untuk itu adalah Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia. Berdasarkan hal itu Pengadilan Negeri
hanya mempunyai wewenang untuk menilai apakah suatu serti-
fikat sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan
perkara sudah benar atau tidak. Dengan adanya alat bukti
lain atau yang diajukan oleh pihak lawan Pengadilan Negeri
tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan batal suatu
sertifikat yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Perta-

nahan Nasional.
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BAB 1TV
KESTMPULAN DAN SARAN .

4.1 Kesimpulan

Dari wuraian tersebut diatas. maka dapat diambil

kesimpulanh antara lain

1.

Prosedur administrasi dalam pengajuan sertifikat hak
atas tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 19681 terbagi menjadi beberapa tahap.
Tahap pertama pemohon memenuhi persyaratan yang telah
di tentukan BPN, antara lain:

Blangko Model A, B dan C:

foto kopy KTP kedua belah pihak:

akte jual beli, hibah, tukar-menukar dibuat oleh dan
dihadapan PPAT;

sertifikat atas tanah yang bersangkutan / tanda bukti

. lain seperti surat pajak. bumi dan bangunan atau Petok

C atau Petok D (lama) dan segel-segel lama atau Surat
Keputusan Penegasan atau Pemberian Hak dari instansi
vang bersangkutan:; ;

Akta pembagian harta warisan yvang disyahkan oleh PPAT
(bila tanah waris);

Surat Keputusan Kepala Desa vang dikuatkén oleh Camat:
surat pernyataan tentang Jumlah tanah vang telah
dimiliki;

turunan surat keterangan WNI vang disahkan oleh peda-
bat yang berwenang:;

ijin peralihan hak Jjika disyaratkan:

kutipan otentik berita acara lelang yang dibuat oleh
Kantor Lelang (tanahnya dari lelang):

surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa tanah
tersebut tidak dalam =zengketa dan tidak dijadikan

30
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tanggungan huténg, zerta sejak kapan tanah tersebut

dimiliki:
- membayar bilaya pendaftaran.
Tahap kedﬁa adalah bila semua persyaratan pada tahap
peftama telah terpenuhi, maka dapat didaftarkan di
Kantor Pertanahan Kabupaten /Kodya setempat. Kemudian
diberi Surat Keteransan Pendaftaran Tanah sebagai
.kelengkapan dari persyaratén tersebut.
Tahap ketiga adalah tahap akhir dari pensertifikatan.
Pada tahap ini semua macam hak atas tanah vang telah
dibukukan dibuatkan salinan buku tanahnyva. Setelah
terbentuk sertifikat kemudian diterimakan kepada pemo-
hon yang bersangkutan.
Mengenai ketentuan biaya pengajuan permohcnan sertifi-
kat hak atas tanah telah diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 jo Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Z Tahun 1992. Besarnya biaya
tersebut Jjuga ditentukan oleh luas dan letak tanahnya
Terhadap anggapan masyarakat mengenai ketentuan biava
vang terlalu besar.karena mereka lebih banyak mengguna-
kan jasa makelar atau calo.
Jangka waktu pengajuan permohonan sertifikat itu antara
3 sampai 4 bulan. Hal itu dapat berjalan lancar
bila tidak ada -permasalahan vyang terjadi di lapangan.
Untuk konversi saja membutuhkan waktu antara 2 sampai 3
bulan. Sedangkan vang kita temui dilapang. hal itu
tidak semudah teorinva karena petugas dihadapkan lang-
sung kepada masyarakat vang beragam sifat dan karak-
ternya. Bahkan tidak Jarang terjadi perselisihan
mengenai .batas-batasnya. Selain itu juga tidak sedikit
masyarakat yvang tidak jujur dalam memberikan keterangan
kepada ﬁetugas. sehingga setelah petusgas terjun sendiri

ke lapangan banyak permasalahan vang terjadi.
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2 Saran

Sebaiknyva masyarakat tidak perlu malu untuk menanyakan
hal-hal vang dirasakan kurang jelas dalan remenuhan
Persyaratan yang ditentukan sebagai kelengkapan Permo-—
honan Pengajuan sertifikat dan sebaiknya mereka
menanyakan langsung pada Kepala Badan Pertanahan Na-
Slonal. .Agar tidalk lupa sebaiknya mereka mencatat
persyaratan—persyaratan tersebut.

Dalam bengaduan permohonan sertifikat itu hendaknya
mereka mengurus sendiri atau datang sendiri ke Kantor
Pertanahan setempat dan tidalk melalui calo/makelar. Hal
b dimaksudkan agar biaya yang dikeluarkan tidak
terlalu banyak. -

Agar pPenerbitan sertifikat ity berjalan lancar dan
tidak mengalami hambatan hendaknya masyarakat memberi-
kan keterangan Yang Jjujur pada petugas, dan melengkapi
segala Persyaratan yvang diminta tanpa harus menunda-
nunda -lagi
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Jalan Jawa (Tegalboto) No. 15 Kotak Pos 9 - Jember Telp. 85462

Nomor
_amp.

Perihal

{epada

2,59 /PT.32.H4.FH/N 1 19 96

tKONBULTASI.

: Yth. Sdr. {EPALA

KANTOR PERTANAHAN JSTER

DI =

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan
hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Qe ' DIAH ANDITYANI
NIM © 91,096
Program 1 51
A at * Jl.Karimata 12 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :
" TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKAT

ATA C
AK MILIK T) "
HAK MILIK TANAH 4 N PERMASALAHAKNYA,

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan menyusun skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
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JI. K.H. Siddig No. 55 Jember Telp. Nomor 21141

Nomor 3 070.353.4 = 393/ Jember tgl. 5 September 1996

Sifat : Penting, Kepada:

Lampiran: - Yth, Sdr. DEKAN PFAKULTAS HUKUM

Perihal 3 KONSUT.TASI. UNI VERSITAS JEMBER
di JEMBER

TEMBUSAN 3
Yth.

Menunjuk surat Sdr. tanppal 14 Agustus 1996 Nomor :
2459/PT.32.H4, FH/ N 1 1996 perihal sebagai pokok su
rat.

Perlu kami informasikan bahwa pelaks:naan konsultasi
m-hasiswa Pakultas Hukum Universitas Jembeyr 3

Nama ¢ DIAH ANDRI YANI

NI M ¢ 91.096

Proeoran %

Alamat : Jl, Karimata No. 12 Jember.

telah melaksanakan konsultasi pada Kantor Pertanah-
han Kabupaten Jember Seisi Penpuiuran dan Pendaftaran
Tanah dengan thema 3

" TATA CARA PEN"AJUAN PERMOHONAN SERTIPIKAT
HAK MILIK TANAH DAN PERMASALAHANNYA "

yang telah dilaksanakan dan berakhir pada tgl, 5 -
Agustus 1996,

Demikian untuk men jadikan maklum,.

disampaikan kpd.

Sdri., DIAH ANDRI YANI
Jin, KH. Wachid Hasyim
XX1/5/6 Jember.
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SEBAGAI TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH
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Ij'r-v- e sy F“AI)

Assalamai'alaiizam Warahmatullahi " Habaralatuh,

Dongan nerzucapkan juji syultur kepada £11ah S3.7.T. 4, bahwa dalam ke -
gsempatan Bulan Palcti Agrarin Tahun 1937, kami berkesempatan Tenyiapkan Rrogur-
Kecil tentang Tatn Cara mensajuwkan pormohonan Sertipil ﬂt Hak atas tanah,

Nenglnbat pentingnya arti dan fungei Sertipileat dalai ranzln mewujud -
kan Catur Tertid Portanahzn sekaligus merupakan tindak lanjut dari pada Inetruk
i Qubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawn Timur Cq. Iepala Dirclktorat Agraria -
Surabaya tanggal 26 Degember 1935, Mo, 594/33060—5/;9 1235 tentang ADMTISTRA-
SI DIBIDAIG PENDATTARAT TATAT, maka dipﬁ‘d“?ﬂ perlu ditortiblan Buly Poitugjule —
Pralktig mengonai Tata Cara mensa julian permolcnnas wnth. mondapatian Sertipikat.

Bertalin: denga~ hal tersebut diatag di harapkan pula adany- cartisipa—~
si masyarakat sccara loseluruhan waty ilut ‘sorta morterilean dukungan iemi ter-
wujudnya Catur T:rtib dibidang; rortanahan, yang seknligus mambawn dompal: yang -
poaitip bagi porkenbangan di Tilayah Kabupaton Dacrab Tinglkat 1T Jembes.

Somoga buwliu ini dapat dipergunalzn sebasai podoman valaupun di susun

sangat soderhana,

Wassalam Wr, Hb,.

Jenber, tanggal 20 - September - 1987,

- TIVGEAT 1T JTMERR
bgraria,

M 8 D, MUND. sansULEADI,
h NIP,: 010024634 ,—
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PETUNJUK TATA GARA MENG
o ry OHiVer S e mber
SEQfQ;!(t@lH;Ix? G ASO TSAII\;[AEI) %RIKUT PERSYARATAN/BESARNYA BIAYA,

- —

Mengingat pentingnya fungsi dari rada Sertipikat Hak atas tanah,-
meka dipandang perlu vntuk lebih disebarluaskan kepada Masyarakat tentang-
tata cara seseorang mengajuken Sertipikat sebagai tanda bukti Hak pemilike
an atas tanah yang mempunyai kekuatan hukum, Dengan demikian dapat diharap
kan ikut éertanya partisipasi masyarakat didalam menunjang terwujutnya Do~
-layanan oleh Kantor Agraria Kabupaten Jomber guna memenuhi permohonan ma -
syarakat mendapatl_qan Sertipikat,

Pengertian partisipagi macyarakat disini adalah dengan memghami tentang ~
tata cara mengajukan Sertipikat dan Persyaratan yaﬁg harus dipenuhi serta
biaya yang menjadi kewajiban pemohon, Makg surat kelengkapan dalam kaitan
nya dengan permohonan Sertipikat lebih mudah dipenuhi, Jelasnya kelancaran
penerbitan Sertipikat bukan hanya tergantung dari Kantor Agraria saja akan
tetapi partisipasi pe:ohon Juga mempunyai peranan yang cukup menentukan,
Membi carakan Sertipikat, maka disini perlu dijelas}ca.n pula tentang macame
macam hak tenzh yang ada berdasarkan UsUsPohs No, 5/1960 pasal 16 ayat 1

ada beberapa macam Sertipikat hak atas tanah antara lain

1, Sertipikat Heka Milik

Re Sertipikat Hak Guna Bangunan,

3, Sertipikat Hak Guna Usaha,

4e Sertipikat Hak Ralpss , )

5s Sertipikat Hak Pgbebanan.( Sertipikat Crediet Verband dan Sertipikat =
Hipotik ), : ' -

Didelam 'membahas bagaimana SeScorang untulk mendepatkan Sertipikat
tersebut diatas, maka didalam menyusun buku petunjuk ini diusahalan seder-
hana mungkin sehingga mudah di mengerti dan dipahami oleh masyarakat pada
umumnya khususnya bagj. pihak pihak yang menginginkan mengajukan permoho-
nan Sertipikat.

Sebelum kami membahas secara terperinei, terlebih dahulu di jelaskan bahwa

AY 4

untuk permohonan Sertipikat berdasarkan Akta merad Slam ol ot e .
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Tansh_yang disebut R A

2. Untuk Iota_PeraliharFel yang dibuat setelah tgl, 1 Maret 1986 berlalu
prosedur sesuai dengan Instruksi Gubenur Kepala Dergh Tingkat I Jawa-
Timur Cq..Kepala Direktorat Agraria di Surabaya tgle 26 - 12 ~ 1985 lo.

594/33060-~5/325/1985 tentang TATA ADMINISTRASI DIBIDANG PENDAFTARAN TANAF .

Dalam Instruksi tersebut dijelaskan bahwa scbelum Akta Peralihan Hak atau~
Akta Pembebanan disyahkan oleh P P.A.T. Camat/Notaris, maka terlebih dahu-

1u didaftarkan di Kantor Agraria Kabupaten Jember,dengan membawa Akta ol

maksud berikut surat-surat yang ﬁerkaitandengan Mcta tersebut yang sudabe

ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lursh dan Camat sekaligus membayar Dbiay-
nya yang diatur dalam Psraturan Menteri Dalam Negeri To. 7/1977 jo 2/1973q
Dengan uraian-uraian diatas cukup jelas bagaimana dan apa yang harus du -
penuhi olch para pemohon, dan mengenal tata cara seseorang untuk mendapat—

kan Sertipikat kami susun u2bagai berikut :

T. PERMOHONAN SERTIPIKAT BERDASARKAN KONVENSI.

Permohonan berdasarkan Konvensi disini dibedakan 2 macam yaitu :

as Konvensi dari Tanah Bekas Hak Adat atau Yasah.

Yang dimaksudkan adalah tanah-tansh yang dimiliki golongan pribadi,
dimana dasafnya adolah tanah yang tanda bukti haknya masih merupakzn

~ petok C. dan menurut P.M.A. 2/1960 bahwa tanah bekas hak Yasan atau-
adat yang depat dimintekan Sertipikat adalah tanzh-tanah yangdimili-
ki oleh pemohon sebelum tertanggal 24 = 9 - 1960,

b. Konvensi dari tanah-tanah bekas Hak Barat meliputi tanah bekas Ei -
gendom, Opstal dan Erfpacht, ( untuk konvensi tanah bekas hak barat
sudah tidak depat direalisasi lagi karena batas waktu haknya sudah-
habis pada tanggel 24 - 9 - 1980,

Dengan demikien pembahasdﬂ tentong permohonaﬂ Sertipikat berdasarkan Kor-
vensi lebih banyak menitik beratkan lkepada bekas hak adat atau yasan, ma-

ka untuk hal tersebut diatas, dijelaskan bageimena den epa yang harus di -

penuhi olsh seorang pemohon Sertipikat hak atas tanah yang berasal dari
bekas tanah Hak Adat ‘atau yasan, adapaun persyaratannya seperti diuraikal
dibawah ini :

1. Blanko Fodel A,

2, Blanko Model B, ( Permohonan Konvensi ).

2 mankns Madel . ( Surat Keterencan Kepala Desa/Lurch dan Camat ).
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I1.. PERMOHONAN SEUIPTXAL BARDASARKAIT ANTA PERALLUAN HAX YANG BERASAL DARI

TANAH BEKAS HAK_ADAT ATAL ZASIN.

\ i
- i e e S ar e cans

Sebelumnya perlu dij-laskon macam dori pada AXTA PERALIHAN HAK yaitu -
meliputi Axta Jual - Leli, fkte Hiboh, Akta Tukar Menukar dan Akta Pem=

bagian‘Harta Warisan.
Perlu dijelaskan.puls peagertian Hiodih dan Pembagian Harta Warisan -

yaitu :

ae Alta Hibal dimana ci pemohon Hiboh sebaeni pemilik tanah mﬁsih hi -
dup, dan transalksi hibzh tonpa didasari dengan perhitungan uang -
akean tétapi merupakan pemberian secara cuma ~ cuma kepada seseorang,
namun_ﬁalau demikian hibah ini terjadl. biasanys masih ada hubungan -
darah antarc pembera dengon s1 penerima hibah.

b, Akta pembagicn Harta ﬁarisan adalah transaksi peralihan dimana pihak
pemilik tanah sud-h wreninggal dunia dan si penerima waris adalah is-
tri ateau suami almarhum beserta anak-anaknya, seperti yang tercantum
didalam surct keterangan Warisan, .

Didalam Akta pembagian Har®a Warisan ini disebutkan semua para shli -
waris dan kepnha siapa tanch almarhum tersebut diberikan,

Adapun formulir Alta--akta dimeksud diatas, Saudara dapat membeli di =

Kantor Pos setompat dzn kclengkapanya Model A. B. dan C. dapat dipero -

leh di ¥entor Agrari: Kohupaten Jmever dengon memberikan gantl cetak,

Selanjutnya apabila scseorany akan mengajulcen permohonen sertipikat ber-

dasarkan Akta peralihan Hok ini, persyaratennya yang harus dipenuhi ada~

lah

1, Blangko Model A.

2, Blangko Model B. ( permohonan Konversi ).

3. Blanko Model C. ( Surat Keterangan Kepela Desa/Lurah dan Camat ),

4o PetoXk C. dan 4 foto copy yang disyahken Cmat ( atas nama penjual/pen-
beri Hibah sebelum tanggal 24 - 9 - 1960 ).

5« Foto copy K.7.P, Pemheli/Penerima Hibah ( untuk tenah pertanian ),

6. Permohcnan Izin Pemindahan Hak ( P.M.,A. No. 14/1961 ), lembar asli-

diberi/dibubuii moterai a Bp. 1000,= 2(dua) lemabar,

7. Suarat Pernyataan Tanzh - Tanah yang dipunyai oleh pemohon dalam hal
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8. Apabila pihak-piha': ya g bersangkutan baik penjual atau pembeli
maupun penerima dan pemberi Hibah tidalk dapat menghadap kepada-
(PP AL T. pada pengesyahan transaksi peralihan hak dimaksud di -
atas mak1 harus dllamplrkan pula- surat kuasanya yang disyahkan
Kepala Desa Lurah dan Camat atau Motaris.

Y Apabila plhqk
Hoto Copy KewarnalepaLaan Indonesia, G:nti lMama Suami/Istri dan
Akta perkaW1nanannya yang disyahkan Camat/ilotaris.

pembell kyturunan Asing, harus dilampirkan pula -

10, Akta Jual- 3eli, Hibah, Tukar Menukar yang sudah ditanda tangani
Oleh semua pihak termasuk saksi P. P.A.T. Camat/Notaris sebanyak
2 (dua) set terperinci : Lembar duplikat bermaterai besarnya -
bea meterai sesuai dengan peraturan yang berlaku pada peralihan
Haknya.

11, Khusus bagi Akta peralihan Hak yang transeksinya setelah tang -

| gal 1 Maret 1986, berlalu peraturan sesuai dengan Instruksi Gu-
bernur Kepﬂla D .erah Tingkat I Jawa Tinur Cg. Kepala Direktorat
-Agraria di Surabaya tgl,26-12-1925 seperti dijelaskan pada hal,
2 yaitu sebelum Aktanya ditanda tangani oleh P.P.A.T. pemohon -
membayar biaya terlebih dahuly di Kantor Agraria Kabupaten Jem=
ber (kepada Bent¢aharawan Khusus ), yang selanjutnya ditertibkan-
S P KT nya kemudian dibawa: kvﬁball e F.P.A.T. dan da_tmdatang_
ni serta setelah ¢itanda tangani P.P.A.T. lembar ke 2 (dua) dan
ke 3 (tiga) dikirimkan kembali ke Kantor Agraria,

12, Apabila si penjual bukan pemiliknya karena pemiliknya sudah me-
ninggal, maka ollqmplrl surat keterangan waris yang dibuat oleh
para akhli waris di Xepala Desa/Lurah dan Camat sekaligus surat
kuasa menjual (apabila diperlulkan),

Dalam kasus ini bisa disimpulkan bahwa : kejadiannya bisa meliputi:
- Pendaftaran Konversi dan pencatatan baliknama (Jualbeli yHibah,

atau tukar menukar),

Hal ini berakibat pada kewajiban'penbayiran biaya, (2 kali),
~ Pendaftaran Konversi, ditambah pencatatan Warisan, sekaligyg~

dijual maka pembayaran biayanya (3 kali).

Meliputi - Konversi, pencatatan warisan dan pencatatan, balik-

nama karena jual beli / hibah.

ITI. PERMOHONAN seveevonnana
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III, PERMOHONAN SERTIPIKAT BIERDASLEKEN LXTA PEMBAGILN HARTA WARISAN
( BLGT "= VILRIS ).

Sepeérti dijelasksn dimuki, bahwa apabila pemilik sudah mening-
gal dunia dan tanih penlnggalannya akan dibagi oleh para akhli
warisnya, maka untuk mendapatkan sertipikat atas nama penerima

warisan harus merenuhi persyaratan seperti dibawah ini :

1, Blangko Model /..

2. 'Blangko Model B. (Permohonan Konversi).

3. Blangko Model C. (Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan -
mat) .

4. Petok C, atas nzma almarhum dan 4 Foto copynya yang disyah-
kan Camat. (Petok C. yang dimiliki sebelum tanggal 24-9-1960)

5. Foto K.T.P. penerima warisan,

6. fikta Pembagian Harta Warisan yang sudah disyahkan oleh PFAT,
rangkap 2 (cua) terperinci :
as 1" (satu) set berrieterai (beaya neterai besarnya sesuai =

dengan besarnya bea neterai yang berlaku pada waktu itu),

b. 1 (satu) sct t=npa meterai. |

T Untuk ~lkta pembagion harta warican yang transaksinya terja-
di setelah tanggal 1 liaret 1926 berlaku prosedure yang te =
lah ditentukan dalam Instruksi Gubernur Kenala D-erah Ting-
kat I J-wa Timur Cs., Kepala Direktorat igraria tahggali26 -
12 -~ 1985 (Jihat h 1-man 4 alenea lo.11),

€¢ Menmboyor biaya pendnfinrﬂn (Pirmendagri No. 7/1977 jo 2/'78.

IV, PERIOHON/N SERTIPIK,.T B SSHHIC N PG POENTKSR Y/ MG BERASAL =
D/.RI TiN..H BIK Va8 T [LToU YLSAM.

apebile terjadi transsksi tukar menukar atas tanah maka kedua-
belah pih“k dibuatkan akta Tukar Menukar dimana n?ntinya oleh-
pihak yang bers angkutan sebagai dasar untuk mengajuk:n permo -
honan uertlp*kwtﬂym.

/idapun persayaratan vong hirus dipenuhi oleh pemohon adal:b

1. Blcnglo Mocel ..

2. Blangko Model ‘B. (Permohonan Konversi) kedua belah pihak,

3. Blangko Model <. (Sui-t Kotor naun Kepoala Desa/Lurah dan -
Camat) untuk keaua belah pihak,

4, Patoit C. asli dan 4 Foto Copynya atas nama kedua belah pi =
hak (masing-masing) yine i ;yahkan C nnt,
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-Permohonan izin Pemnindahan Hak (' P,M,A, No, 1U196i )s kedua belah pi-

hak, lembar asli dibubuhi meterai 2 (dua) lembar a, Rp. 1000,-

|
Surat pernyatean Tanah~tanah yang dipunyei olch pemohon ( P.M.D.N. SK-
59/ untuk kedua belah pihak.

Akta Tukar - Meuukar masing-masing 2 (dua) set, kedua belah pihak, de-

ngan perincian :

as I (satu) set be.moterai ( besarnya bea meterai sesuai-dengan keten—~
. tuan yang berlaku pada waktu itu ).

be T (sétu) set widalk bérmctorai ( Khusus bagi fkta yang dibuat sebe =~

lum tanggal 1 Maret 1936 ).

Sedangkan Akta tukar - menukar yong dibuat_ setelah tanggal 1 Maret 1986

-

-(nbgrluku~prosedure-sesuni'chgan Instruksi Gubernur lihat halaman 4 =

i
alinea 11 ).

Membayar biaya pendaftaran ( Permendagri No. 7/1977 jo 2/1978 ).

PERMCHONAN SERTIPIVAT UEPDASARKAN SURAT KRFUTUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Yang dimaicsudkan dengan Surat Kepuilusan Pemberian Hak atas tanzh edalah =

yang diterbitkan berdasarkan pengajuan perriohonan hak oleh pemohon atas ta

nah negara, dimena prosesnys berdasarkan hasil penelitian oleh Tim Panitia

A.

yang diketuai oleh Kepcla Kantor Agraria Kebupaten jember atau dari ha-

sil penelitien Panitia B. olch Kep?la Direktorat Agraria Tingkat I Jawa Ti

mur sebogai ketua ( untult pemberian hak atas tanah perkebunan Yo

Adopun tanch negara dimaksud terdiri dari beberapa macam antara lain

1.
2

3.

Tanah negara yang langsurny dikuasai oleh Negara.

Tanah Negara bekas Hak Opstal, Erfpacht ataupun FEigendom.

Tanah Negarc bekas Hak Guna Bangunen, Hak Guna Usaha, Hak Pakai sudah-
habis waktunya, |

Tenah Negara yaong berasal dari Pelepascn Hak, hak milik, Hak guna ba -

ngunen, Hak guna uszhe otaunun Hak pakad,

Berdasarkan hasil penelitian dimaksud dikirimkan ke Direktorat Agraria -

Tingkat I Jawa Timur, sesusi dengon vewenan ang telah ditentuakay =
g ’ g g g
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L
dalam Peraturan Ménteri Dualal Negeri 671972 dan sctelah ditelitidan -
memenuhi syarat untuk diberikan hak dimaksud.

Adapun-persyaratam]ynhﬂ harus dipenulii oleh‘pemohon didalam mengajukan

permohonan S¢rtipikat adalah sebagai bterikut )

1. Blangko Model A.

2. Surat Keputusan Pemberian Haknya ( dapat Hak Milik, Hak Guna Bangun-
an, .Hak Guna Usaha, Halk Pakai dan lain = lain ). .j*“\

3. Membayar Gﬂntl Rugi/Beaya Administrasi, yang dasarnya seperti y15§x—
ditentukan didalam Surat Keputusan Pemberian Haknya.

4. Membayar' biaya Pendaftaran. Seéuai Permendagri 7/77 dan 2/78 atau -
12/78 atau 6/79. Sertipikat ( apabila yang diberikan hak dq;i tanah

negara yang asalnya mempunyai Sertipikat yang sudah habis waktunya )

PRRMOHORAN SERTIPTKAT BALIK NAMA / PEMISAHAN / PEMBANGUNAN / PBNGGANTI -
KARENA RUSAK DAN KARENA HILANG.

Pengertian balik nama disini adalah disebabkan adanya transaksi peralih
an hak atas tanah yang sudah ada tanda bukti haknya berupa Sertipikat,--
dimana luas yang dijual seluas seluruhnya seperti yang tercantum di -~

dalam Sertipikat, Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon =~
sebagei berikut

|
h il Bléngko Mndel A.
2. Sertipikatnya berikut 4 (empat) Fnto Copynya disyahkan Camat/Notaris.
3. Permohonan I jin Pemindahan Hak ( P.M.A. No. 14/1961 ).
4. Surat Pormyataanlanah-Tanah yang Dipunyai oleh Pemohon ( B.M.D.N. =
SK.59/DDA/1970 ).
3. Akta Jyal-beli, Akta Hibah, Akta Tukar Menukar yang sudah disyahkan-
P.P.A.T. terperinci g
a. 1 (satu) set. bermeterai (besarnya beaya materai sesuai dengan
ketentuan yang berlaku pada waktu itu ).
b. 1 (satu) set tanpa meterai.
( EHMUSUS DAGI AKTA PERALIHAN YANG DIBUAT SEBELUM Tgl. 1 MARBT -
; 1986 ).
f. Sedangkan untuk Akta-nkta yvang dibuat setelah tgl. 1 Maret i986,ber-
laku prosedure seperti yang ditentukan hal. 4 nlinin 11 buku ini ).
7. Membayar balik nama ( Permendagri No. 2/1978 ).

8. Mcmbazgr'.......;.
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8. Membayar Biaya pcmisnhnn/Pcnggabungan,'P@ngganti‘rusak/hilang-(‘?er—

mendagri 7/77 dan 2/1978 ).
9, Foto Copyachargancganaan suami/isteri dan akta perkawinan yang di-
sthkﬂn C1m1t/Not1rls ( berlaku bagi Keturunan ) Asing.

PfRMOHONAN SERTIPIKAT BALIK NAMA BERTALIAN DENGAN PEMISAHAN.

Hal ini terjadi karena pembelian atas sebidang tanah yang sudah mem
punyai tanda bukti Serpipikat, dimana luas yang dibeli hanya seluas
sebagian dari luas yang tercantum didalam SCftlplth Maka untuk pe

nyelesaian Sertipikat balik namanya diperlukan melsﬂh1H terlebih da

-

-

hulu mwsxngqmwslng tertulis atas nama penjual dan kemudian berdasarkan-

akta peralihan hakny1 sebagian dibalik nama kepada pembeli.

Adapun persyaratannya sama dengan Balik Nama diatas, hanya tentang be
sarnya biaya yang harus dibayar oleh pemohon yaitu pemohon membayar
biaya pemisahan dan biaya balik nama ( Permgndagri No. 7/1977 dan 2/
1978.

PERMOHONAN PEMI SAHAN SERTI BT KAT .

Permohonan Penxsahin Sertlplkit ini jarang terjadi kecuali pihak pe
nilik ada keperluﬂn lain yang memerlukan pemisahan Sertipikat dimaksud,
pengajuan Sertipikat pemisahan ini diterbitkan Sertipikatnya masing-
masing atas nama pemiliknya vang tercantum didalanm Sertipikat.

Walau den1k11n tidak ada salahnya kalau kami membahas masalah ter -
sebut dedgan pengharapan dapat dipahami oleh masyarakat,

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi ialah :

1. Blangko liodel A, i
i

2. Surat Permolionan Sertipikat Pemisahan.
3.cSertipikat dan Foto Copy disyahkan Camat/Notaris.

4. Membayar biaya Pemisahan ( Permendagri No. 7/1977 ) 2/1978.

PERMOHONAN SERTIPIKAT PENGGARUNGAN.

Permohonan Penggabungan ini terjadi karena seseorang memiliki bebera-

‘pa bidang tanah yang masing-masing mempunyai Sertipikat dimana letak-

tanah-tanah dimaksud satu sama lain bergandengan tanpa ada pemisahan-

" tanah milik orang lain dan Jjenis haknya sana.

Sedangkan ........ .
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Sedangkan syarat permohonan Sertipikat Penggabungan ini adalah

1. Sertipikat jenis haknya sama.

as ]

Sertipiknt tertulis ates nama satu orang.

3. Letaknya satu samn lain saling bergandengan, tanpa dipisahkan oleh =
tanahnya oruarg Luin.

Adapun persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohan untuk-
mendapatkon Sertipikat yang asalnya dari beberapa Sertipikat dimaksud =~
diatas adalch sebagai berikut :

1. Blangko lodel L.

’

2. Surat Permohonan Penggabungan.

3. Membayar "1iay 4 Penggabungan ( Permendagri No. 2/1978 ) dan membayar
biaya pengukliran.

PERMOHONAN ' SERTT PTKAT PENGGANTI KARUNA RUSAK.

Permohonan Sertipikat pengganti karena rusak dapat diberikan kepada -
pemohon, apabila penohon dapat menunjukkan Sertipikat yang rusak di =
mana Indentitasmya masih dap-~t dibaca atau dapat dicocokkan pada bukisem
tanah yang ada ii Kantor Agraria Kabupaten Jember.

Selain itu Scrtipika% pengeanti karena rusak dapat diberikan, apabilae
Sertipikatnya tidak oda Gambar Situasi: yang dikeluarkan oleh Kantor
Agraria Kabupaten Jember.

Adnpun persyaratan yong harus dipenuhi oleh sescor,ng untuk mendapat -

kan Sertipikat mengganti karena rusak ini adalah sebagai berikut &
1. Blangko Model A.

Surat Permohonan Sertipikat Pengganti.

3. Sertipikat yang rusak atau Sertipikat yang tidak ada Gambar Situasi
nyt.

4. Membayar biaya sertipikat pengganti karena rusak ( Permendagri No,
7/1977 dan 2/1973.

PERMCHONAN SERTIPIKAT PEMGGANTI KARENA HILANG.

Proses Permohonan Sertipikat pengganti karena hilang tidak sama dengan
permohonan Sertipikat karena rusak kalau Sertipikat pengganti karens -

hilang diperlukan persyaratan antara lain H

1. 8Urat v
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1. Surat Laporan Polisi Kehilangan.

/

2. Diumumkan di Surat Kabar dan.Lembaran.Derita Negara.

a. Pengunuman Pertama. selama 2 (dua) bulan diberikan kesempatan =
'kepada pihak 1lain untuk mengajulkan keberatan atas pengumuman e

Sertipikat hilang terszebut.

b. Pengumuman‘Kedua. dilaksanakan sctelah penguruman pertama sudah

i berjalan 1 (satu) bulan dan dalam pengumumare

Kedua ini diberikan kesempatan kepada pihak =

Lol mbngajukan kcberatanuﬁa, selama 1 (satu)

bulan.

3. Blangko Model A.

4. Surat permohonan Sertipikat pengganti.

5. Membayar biaya Sgrtipikat pengganti karena hilang ( Permendagri =
No. 7/1977 dan No. 2 / 1978 serta biaya penpgukurain apabila diang =
gap tidak mementuhi persyaratan tehnis ).

Pengurusan pengumuman ke Surat KXabar dan Lembaran Berita Negara di =

urus Sendiri aleh pemohon dengan membawa pengantuar dari Kantor Agraria

Kabﬁpaten Jenber.

XII. PERMOHONAN SERTIPIKAT CREDIET VERBAND / HIFOTIK.

Poriorbitan Sertipikat Crediet Verband dnh Hipotik ini berkaitan de =~
'ngan adanya transaksi hutang piutang sescorang dengan pihak Ban- o
baik Bank Negara maupun Swasta dapat juga diberikan kepada P.T. yang

memberi kredit kepadalsescornng.

Sertipikat Crediet Verband atau Hipotik ini dibuat atas permintaan =
Bank yang bersangkutan dan merupakan tanda buktii bagi Bank vang betr=
‘sangkutan bahwa tanah seseorang dipergunakan sebagai jaminan utange
piutang, dengan demikian keselamatan uang fo yang bersangkutan -

~ dapat terjamin. £ Bastle )
Lebih — lebih apabila pihak yang berhutang ternyata tidak dapat -
melunasi hutangnya, maka Bank dalam hal ini pemberi hutang dapat =
menggdakan sita atas barang atau tanah yang menjudi jaminan baik -

itu melalui lelang atau lainnya yang tidak melanggur peraturan -
yang berlaku. '

Persyaratan ...... 24
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Persyaratan yvang harus dipenuhi oleh perohon untuk mendapatkan Ser =

tipikat pembenan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Model A.

2. Sertipikat dan foto Copynya disyahkan Camat/Notaris ;

?

3. Akta Crediet Verband atuu Hipotik.
( Khusus bagi Alta Pembebanan yang dibuat sebelum berlakunfa pre -

sedure, sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I =
Jawa = Timur, lihat halaman 4 alenea 11 ) ;
4. Akta dimaksud dikirimkan ke Kantor Agraria Kjbupaten Jgmber rang =
kap 2 set. terperinci.
a. Bermeterai
b. Tidak bemmeterai 3
Untuk Akta Pembebanan yang dibuat setelah tgl. 1 Maret 1986 gama
dengan prosecdure pada hal. 4 alenea 11 ).
5. Membayar Biaya Pendaf taran ( Permendagri 7 / 1977 ) 3
6. Penjelasan untuk biaya metbgai Akta Hipotik sebesar 1 permil dari =~
pinjaman.

o

Setelah syarat—syarat administrasi maupun pembiayaan dipenupi,
maka tahap kelanjutan merupakan kewajiban Kantor Agraria Kabupaten e
Jember untuk memproses penyclesaian Sertipikat baik permohsnan bep

dasarkan konversi maupun permohonan Sertipikat lainnya.

Demikinn dengan buku petunjuk praktis tentang cara pengajuan
permohonan pensertipikatan atas tanah yang sangat saderhanz ind semege
dapat difahami dan bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi mereks yaug

memerlukan Sertipikat hak atas tanah.
. :

Jember, tanggal 20 ~ Septembgr — J987,

DAERAH TINGKAT IX JEMBRR

M Drs. IMUHD. SEMSJLHADY.
NIP. 010024684.
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HALAMAN 12 '

Ratusan Sertifikat N gendon di Pet

Ngawi, JP.-

Sekitar 500 pemohon sertifikat
dari 17 desa di Kecamatan Ka-
rangjati, sampai saat ini belum
menerima sertifikatnya. Padahal
sejak 1991 mereka sudah melu-
nasi biaya pengurusan antara Rp
- 100 ribu_sampai Rp | juta ke
pejabat pembuat akia tanah
(PPAT) setempat.~

Penyebab tcrluuung-kutungnya
masalah ini diduga karena berkas-

para_pemohon sertifikat masih
ngendon di Kantor PPAT Keca-
matan Karangjati dan belum di-
limpahkan ke Kantor BPN Ngii-
wi. Mengendapnya seluruh ber-
kas pemohon sertifikat ini diduga
akibat ulah Supadi, oknum pega-
‘Wai PPAT Kecamatan Karungjati.

“'Saya akui, saya memang tele-
dor karena seluruh berkas pemo-
hon sertifikat belum saya limpah-
kan ke BPN Ngawi,” kata Supadi
di rumahnya, Desa Sumberben-
ing Kecamatan Bringin,

la mengisyaratkan kalau para
pemohon hendak menarik kem-
bali berkas permohonan sertifikat
disilakan untuk datang ke kantor-
nya. *'Kalau ingin diurus sendiri

silakan mengambil berkasnya ke

kantor. Masalah Keuangannya

akan saya ganti sesuai kuitansi

pembayaran,” tandasnya.
Menurut Kades Legundi Winar-

no Kades, penarikan biaya pengu-

rusan: sertifikal antara pemohon
satu dengan lainnya berbeda. Per-
bedaan biaya ini dilihat dari kelas

tanah, luas tanah, serta sebab lain=
nya, di antaranya alih hak milik.
" Biaya pengurusan sertifikat tan-
ah orang per orangnya memang
beda. Antara Rp 100 ribu sampai
Rp 1 juta,” katanya.

Desa Legundi saja, menurut Wi-
namo, pemohon yang belum men-
dapatkan sertifikat sekitar 50
orang. Saatini sebagian pemohon
mulai menarik berkasnya untuk
diurussendiri-sendiﬁ.l(ctikapara
pemohon ini beramai-ramai ke
kantor PPAT Karangjati untuk
mengambil berkas, ternyata Su-
padi sendiri kelabakan.

Nasib serupa dialami juga oleh

para pemohon dari Desa Kara<

ngjati. Tidak kurang dari 51 pe-- |

mohion dari desa ini hingga kini

ugas PPAT

belum juga mendapat sertifikat,
Akhimnya oleh Haryono, Kades
Karangjati, berkas yang sudah
masuk di PPAT diminta untuk di-
urus sendiri. o
Sementara itu Camat Karangjati
Drs Mulyadi membantah kalau
seluruh berkas pemohon sertifik

 PPAT Kecama-

gjati. “'Berkas setifikat

itu bukannya ngendon tapi masih
dalam proses pengurusan.”

Menurut dia, berkas, sebagian |

besar pemohon sertifikat telah

dilimpahkan

tan Karangj

ke BPN Ngawi un-

SENIN PAHING 27 MEI 1996
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Dikeluhkan, Biaya Tambahan Sertifikat

|
\

|

Malang, JP.-

Para pemohon sertifikat tanah
bekas Dainipon (BDN) di empat
kelurahan, Madyopuro, Lesan-

| puro, Sawojajar, dan Kedungkan-

dang Kodia Malang pertanyakan
munculnya sejumlah biaya tam-
buhan. Padahal Walikota Malang
HM Soesamto sebelumnya telah
mengumuimkan biaya resmi pen-
sertifikatun tanah secara masal it
Rp 75.000 dan Rp 150.000 tanpa
dibebani biaya-biaya lain.

“'Saya heran mengapa kelura-
han masih beraninya membebani
lagi biaya tambahan, sepert
biaya leges dan Segel. Padahal,
Pak Wali (walikota, Red.) saat
pertemuan dengan Kami bebera-
pa waktu lalu telah mengumum-
kan biaya resmi. Tapi nyatanya
sekarang ini muncul biaya tam-
bahan antara Rp 20.000 - Rp
50.000." tutur Drs Agung Mus-
tofa kepada Jawa Pos Kemarin.

Pemilik tanah di daerah Mady-

opuro ini malah mengaku telah
melaporkannya ke walikota.
“'Ketika saya bertemu Pak Wali,
juga ditegaskan biaya penserti-
fikatan tanah yang berada di sebe-
lah barat kali Rp 150.000 dan di
sebelah timur kali Rp 75.000.
Biaya itu sudah termasuk blanko
dan segala macamnya,” Katanya.

Tapi nyatanya di Kelurahan,
masyarakat masih dibebani biaya
leges Rp 10.000. Sedangkan un-
tuk yang tidak memiliki bukti su-
rat tanah dalam bentuk segel,
masih  diwajibkan membayar
biaya pengurusannya antara Rp
20.000 - Rp 50.000.

Sementara itu Walikota Malang,
HM Soesamito bersiap memanggil

keempat Lurah di daerah Kedung- |

kundang itu. “*Biar nunti saya pan-
gail saja. Biar mereka mengerti.
Mustinya biaya Rp 75 ribu dan Rp
150 ribu itu sudahtermasuk biaya
lain-lain. Saya ken sudah perhi-
tungkan semuvanya, " tuturnya. (jij)

HALAMAN 12
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Emsmzmwmm Birokrasi dalam Penyertipikatan Tanah

ZaRImt Aguses 1992 UU
P-wok Agmra Qr.u. No. 5Th
] ._...,:mn_;.h...h:._.._w = tahun Da-
T menpgaringzsn kelahizan
.. PA, ke layak =engadstan
zkajian dang (rzevaluasi L su-
wish UTPA yang merupztan
i3uk nasenal dilaksanakan de-
e baikSaiahi sate tujuan diten-
wirva UL? adalzh t2rcipizava
stian maumtent=ng hak-nak
w1 tanab gl selursh rakya: in-

i da :.vuum,.

| buk=lkan barwa kepe
F

e —

=mertl fE2 Ketzhou perataran
wra.t..: peranzhan lzma (produk
koicmal) nzx menizmin Kepas-
tizm DukKum gl seluruh rakvat
[reemesia rena bersifar duais-

me Di san ssi, diztur  procuk
hucum koinial yang ..f_r mem-
berean w <

haz

e
UMy o 2
merupersu:t cembuki:an Kepemi-
Itkam nak aus anah.
Kamdakmznpuan rai)

dlas lanans

selah sex pératuran hukum
sal varg rercantum dalam S
2 No 114 memuat suatu per-
:w.r&m: vangsangatterkenal. )
domzin veraring. Menurut per-
nyatzanim. =rhadap semuatanah
vang ndak Z=gat dibuktikan kepe-
milivannya anah tersebut adalah
dormein (mosk) negara.

ULPA mengamanatkan, demi
menzamin kzpastian hukum, pe-
menntah mengadakan pendafta-
ran tznah diseluruh wilayah Indo-
nesia (pasal 19 UUPA). Pasal ini
ditujukan kepada pemerintah seba-
gl sust imtruksi, agardi selu-
ruh Indonesa diadakan pendaft-
aran tanzh vang bersifat rechr
kadaster, deagantujuan menjanin
kepastian hokum.

Jika pendaftaran tanah dapat
terselenggere dengan buik, sehing-
ga akan teropta adanya kepastian
hukum, pihak-pihak yang bersang-
kutan dengas tanah maupunorang
lain yang membutuhkan informa-

dikziahui s1apa pemegang hak-
nya, objeknya, luas dan batas,
letak dan hak-hak yang membe-
bani tanah 2rsebut.

Jadi, pemenintah “wajib” menye-
lenggarakan pendaftaran tanah.
Sedangkan pemilik/pemegang hak
atas tanah baru mempunyal ke-
wajiban mendaftar jika ada kebu-
tuhan mendesak atau terjadi peru-
bzhan status hak atas tanah. Mi-
salnya diperalihkan (Jual beli, -
kar-menukar, pewarisan) di-
Jadikan jaminan utang (Kr Ji-
ka vidak temadi perubahan status
hak atas tanah. tidak ada kewajia-
ban pemegang hak untuk mendaf-
tarkannya.

Pzda kenyztaannya. sampal pada
usiz LTUPA wang ke-34, keteniu-
an vang mewajibkan pemenntah
untuk mendznar tanah di seluruh
Indonesiasebug nadiamanal-
kan Pasal 19 UUPA belum terlak-
sana secara optimal. Ini terbukn
dar statemen Sony Harsono. men-
teri negara agrariwkepala BPN
bahwa saat ini dari 54 juta bidang
(persil) tanah di selurub Indone-
sia, baru sekitar 20 % atau 12 juta
persil yang sudah bersertipikat.

Berbagai upaya ditempuh peme-
rintah untuk memenuhi kewaji-
bannya menyelenggarakan pen-
daftaran tanah. Misalnya, dilaku-
kan Prona (proyek operasi nasio-
nal agraria), yaitu mendafiar daer-
ah (desa) tertentu dengan biaya
yang seringan mungkin. Namun,
program ini belum berjalan se-
bagaimana diharapkan. Ada ok-
num (baik di pemda maupun BPN)
memungut dan mengutip biaya
tinggi dari masyarakat. Padahal,
program Prona dilaksanakan de-
ngan biaya ringan.

Sementara pemerintah belum
dapat melaksanakan “kewajiban-
nya” mendaftar seluruh tanzh, pe-
meganyg hak dengan inisiatif sendi-
ri mengajukan permohonan pen-
daftaran ke kantor BPN. Ternya-
ta, animo masyarakat uniuk men-
daftar (menyertipikatkan) tanah-
nya tidak selamanya mendapat
sambutan memuaskan. Proses pe-

-BPN No. 2 Th 1992,

Oleh o
M. Khoidin *

T FAKTOR

curuknya penegakan hu-
diukur duri empat fak-
1) peraturannya, (2) pe-

EMP.

.(3) sarana dan fasil
(43 masyarakatnya. Demi-
dalam peluksanaan pen-
daftaran wrah, tidak pula dapat dile-
paskan dan keempat faktor tersebut.

Faktor pertama adalah peraturan-
nya. Jika Yita kulin, peraturan
per-UL-an vang mendasari dilak-
sar 1 pendaftaran tanah
ternyaty sudah memadal. Karena,
UUPA merupakan ketentuan da-
sar, [ahanyamemuat hal-hal yang
pokok saja mengenai pendafta-
ran tanah, yaitu dalam pasal 19.
Pelaksanaan Pasal 19 UUPA di-
jabarkan lebth rinci dalam PP
No.[0/1961, Meskipun demikian,
tuntutan agar PP 10/1961 diubah
banyak Jilontarkan berbagai ka-
langan. Bahkun, saat ini  sudah
disusun rzncangan PPuntuk meng-
ganti PP 10/1961.

Faktor kedua adalah pelaksan-
anya. Ternyata, faktorinilah yang
sering dikomplain - masyarakat.
Tiduk jarang masyarakat “meng-
gugat™ bahwa penyertipikatan
tanah memakan biaya tinggi,
jangka waktu lama, dan pelaya-
nanpetugas yang Kurang memuas-
kan, Pedikusi dan integritas pe-
laksanaterhadap tugas belumiting-
gi. Bahkan, masih ada petugas
yang tidak profesional.

Biaya resmi yang telah ditentu-
kan pemerintah, sebagaimana di-
sebutkan dalam Peraturan Kepala
dirasakan
ringan oleh masyarakat. Tetapi,
biaya-biava “tidak resmi” yung
dipungut petugas sering dinilai
mencekik. Masyarakat sering ha-

B/

tan tanah yang dapai ditoleransi
adalah 6 bulan. Lebih darni itu,
dinilai terlalu lama, apalagi sam-
pai bertahun-tahun.

Kendala lainnya adalah masya-
rakat sering bolak-balik ke kantor
BPN dalam mengurus sertipikat.
Pengurusan 3 - 4 kali dinilai wa-
jar, selebihnya sudah tidak wajar
lagi. Pengurusan yang benilang-
ulang disebabkan syarat dan keleng-
kapannya kurang, sudah waktuaya
selesal ternyata sertipikatnya belum
jadi, petugas yang bersangkutan ticduk
di tempat dan lain-lain.

Mengingat jarak tempat tinggal
pemilik tanahdengan kantor BPN
kadangkala jauh dun membutuh-
kan biaya transpor tidak sedikit,
maka pengurusan berulang-ulang
hendaknya dihindarkan. Kepada
pemilik tanah diberikan penjela-
san mengenai kelengkapan dan
syarat-syarat penyertipikatan pada
saat mereka datang pertama kal,
sehingga pada kedatangan berikut-
nya sudah lengkap.

Faktor ketiga sarana dan fasili-
tas. Sampai saat ini, sarana dan
fasilitas yang dipunyai BPN boleh
dikatatidak sebanding dengan be-
ban yang menjadi ladang gara-
pannya. Selama ini, administrasi da-
ta pertanahan di desa sering kacau.

Karenanya, sistem administrasi
dan informasi pertanahan di ting-
kat desa harus andal, tertib , dan
akurat. Perlu penyediaan perala-
tan canggih, misalnya pemetaan
tanah melaluisatelit, penggunaan
sistem informasi geografis mela-
i land use planning and wap-
ping. Dan, tidak kalah penting-
nya adalah penyediaan dana yang
cukup agar biaya yang dikeluarkan
masyarakat tidak memberatkan,

Faktor keempat adalah masya-
rakatnya. Keberhasilan penegakan
hukum bergantung pada tinggi
rendahnya kesadaran hukum

ria S.W. Soemardjono, pakar hu-
kum pertanahan UGM. Dari pene-
litian yang dilakukan Maria, di
Sleman-DIY {1989), disimpulkan,
“tidak terdapat hubungan antara
pengetahuan tentang pendafta-
ran tanah, persepsi tentang bi-
ava, dan jangka wakmu penyer-
tipikatantanan dengan minat sese-
orang untuk menyertipikatkan
tanahnya”. Sehingga secara sunm-
ir dapat dikatakan, kesadaran dan
pengetahuan hukum masyarakat
terhadap penyertipikatan tanah
tidak berpengaruh pada minat un-
tuk menyertipikatkan tanah.

SEMANGAT PELAKSANA
Menurut B.M. Taverne, baik
buruknya penegakan-hukum ber-
gantung pada semangat pelaksa-
nanya. Jika semangat pelaksana-
nya baik, meski perangkat hukum-
nya, sarana, dan fasilitasnya ku-
rang, penegakan hukum akan
berjalan baik. Sebaliknya, meski
peraturan hukumnya baik, sarana
dan fasilitasnya memadai, jika
semangat pelaksananya rendah,
proses bekerjanya hukum tidak
akan berjalan dengan baik.
Meminjam tesis Taverne, yang
lebih penting dalam pelaksanaan
pendaftaran (inklusif penyertipika-
tan) tanah adalah semangat pelak-
sananya. Dedikasi dan integritas
petugas perlu ditingkatkan. Petu-
gaslah yang harus memberikan
pelayan total kepada masyarakat,
bukan masyarakat yang harus
melayani petugas, sehingga dapat
memberikan  pelayanan maksi-
mal, sesuai slogan “pelayanan
cepat, ramah, murah dan tidak
meninggalkan kepastian hukum".
Pemerintah harus mempermu-

dah proses penyertipikatan tanah -

yang meliputi pertaina, penyeder-
hanaan prosedur. Meja-meja biro-
krasi yang panjang hendaknya di-

masyarakat. Semakin tinggikesa— pangkas. Kedua, koordinasi yang '

daranhukum, akan semakin mem-
berikan hasil baik dalam penega-
kan hukum. «Berkaitun dengan
faktor ini, ada yang berpendapat
bahwa keengganan masyarakat

lebih baik dengan intansi terkait.
Ketiga, penurunan biaya dengan

memberantas pemungutan biaya

“'siluman,”
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KEPALA
Nl FRTTANAHAN NASIONAL
Nomor = 600-37 Jakarta, 5 Jdanuari 1993,
leaimpliran @ - Fapada Yth.

Perihal : Petunjuk menroenni

penetapan biaya - 1. Sur. Kepala Kantor Wilayah
rendaftaran por- Badan Pertanohan Naslonal

alihan heit, » 2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

R e L s - — Kabupaten/ Kotamadyna

Selurvh_ Indonesia

Sehubungan dercan Biaya Pendaftaran perallihan
hak sebapgai.cnana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dm
(2) Peraturan Kepala Bada. Pertanahan Nasicnal Re
2/1997 dengan ini karn meroewsa poirlu emberi petuniuk

dan penjelasan lagl sebagai berikut :

1. Bila da’am aks peralihan hak yang dibuat oleh PUAT
tercantul: owabu harpa tanpa, adanya 'pemisahan antara

harea  toaah dan bangunan maka obyck peralihan hak

Lereabut, ad-."ah hak  atas  tanah beserta
banganan/tanaman  yang ada diatasnva dan untuk
- perralihan  nba% ind dikenakan biaya pendaftaran

soralihan hak sebeooar 1/4 X dari harga tersébut.

2. Bila da Lﬂm akta peralihan hak tertulis jcelon adeaya

poemiecahan entara harga tanah dengan harpga boangunan,

wmaka bilays pendaftaran peralihan hak yang,  Jdipungut

.

adalah 1/4 % dari harpga tanah sGaja.

A3 Menpiinat - <o

—a
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Mongingat.  banwa. bDonyal  pihak vang soencantumban

b svaennyny Daepi pecoliban has dolam ahica - perasliban
-l ¥

le il cendah dasi harga yoag scbhenaenye, maka brizan g
ot L I cepada Saudara-Scoadarva para Hewatla  Pantor
Pervunanan Kabupaten/Rotawndya uanbulk  moanbandingkan
narvpga Lersebut deagan nd bas yang dahd by deepd BTN
terakhiir dan beega Jdaeas getempol. .

Biaya djbtoetarkan dard ntlei yane  Loeclinged  dari

kebipga njlai /harga terscbul.

Untur itu dengan ini kami instruksikan kepada  para
Kepala Fantor Pervtanahan unitulk  setiap pormulaor
tahun meayompaikan  daftar i.iar it Dasar Lol wEe
KecuamaLan  kepada poara PPAT yany mempooyod ety
kerdn di wilayvan kerja Sauvdara masing-moastnz  uantoh

dapat. diperpunalan aebapgal . pegangan .

[Prria Kepala  Kaeabor Vs layah adain

Privetaaaititoan
Paosion: ] kam!: minta ~rar membeorsd patanaJal hepods
paacie SPPAE it wiicayah keria Savdara  apar  olatas
nenbaid akta peral ihan hak mengucshakan para  plhak
Berizadla untul menrcgntumkan har‘ga yang oeteniarnv

pida  akif} wercebut. Disampi Ny 1ta

gl e Tt i mbra
Dara ILARS W dantih dapal mencantehnsan H O}
tanah,” bonprnan dan Harga Dasar banalb  datam sktn
peralihiaa bak vone akan dipergunakon cobara fain

penetapan brayie pondatiarasn pera ! ian hakoya

A8 Hhiehuboaigsin

his
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6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas bersama
ini kami ingatkan kepada rara Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya bessria sEegenap
abaratnya agar menghindari adanya tawar menawar dan
penyimpan@hn vang dapat merugikan negara
dan masvarakat dalam penetapan biaya pendaftaran
Peralihan hak tersebut yang kesemuanya dapat.
dikenakan sankoi sepuai dengan peraturan
pPerundangan yang berlaku.

Kepada para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Haslonal kami minte mengawasi pelaVksanaan ketentuan
ing . 5

I

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA BADAN PERTANAHAN HASIONAIL

Ir. SONI HARSONO ‘
VG- Vih Oraueq Om GUR 5 1]
Tembugan_disampaikan kepada: {pe "CL an Macem \/Z( 3
v b

Yth. Menteri Eeuangan Republik Imndonesia .
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RINCIAN PENGGUNAAN BTAYA PEKERJAAN PEKERJAAN LAIN
TANPA PEKERJAAN LAPANGAN
PADA KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

No . URAIAN PENGCUHAAN PELAKSANA PROSENTASK
I PEKERJAAN KANTOR (BOX)
8 Penghitungan & Penpgpanbaran| Petugas Ukur 680 %
2= Pemeriksaan hit. & pgambar Kasubsi Informasi 4 %
3. Pemeriksaan Pemslaan Kasubsi Pengukuran 2 %X
4. Pemeriksa Kaasi P dan PT 2 %X
B. Pembina Kakan 3 %
8. Reproduksi Peta Ariani Csa. 2 %
T - Alat dan bahan liator Kasi P dan PT 3 X
8 Administrasi & 'tobukuan 1.Kasubag TU 1 %
2.Bendahara Khusus 1 %
3.85ukadi Cs. 2 %
JUMLA B0 %
111 PENGELOLAAN (20 1)
| Honor Pembina Kakan 1 X
Honor Penanggun : Jawab Kasi P dan PT 1 %
Honor Pelaksana Harian Kasubai Pengukuran 1 %
Honor Tenaga Ahli Kasubsi Peralihan 2 %
Honor Bendahara dan Staft - Bendahara DRK 2 %
Administrasi
2- Upah DURK, Pengadann Saranal Kasi P dan PT 3%
Pembinaan Teknis, daya dan
Jasa
3. Belanja Pemeliharaan Kasi P dan PT 3 %
4. Belanja Perjalanan Kasi P dan PI' 2. %
(5 Transito ke Kanwil 4 %
6. Transito ke Pusnat 1'%
JUMLAH 20 ¥
IV PEMASUKAN KII KAS NIEGARA 10 %
TOTAL JUMLAH 110 %
Jtmber,-.-.?JzaUﬂwﬂaﬁg,-.
MENGETAHUTI KAST PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN
_{ggEQLA KANTOR PERTANAHNAN ‘I'ANAH
/iﬁggﬂmAEQ§UPATKN JEMBER SELAKU PENANGGUNG JAWAB DRK.
4,\

—

Ir. AGUS RIYANTO
NIP. 010183342



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

RINCIAN PERGGIMIAACN BIAYA PEKEKRJAAN PEKERJAAN [LAIHN
PADA KRHTOR PRETARAHAN EABUPATICN JEMBEKR

URATAN  PENGOGONAAN

PELAKSANA

PROGENTASE

No.
1 PEKERIAAN LAPAHOGAN (GB0OX)
I Petngas Ukur
s Penpawans Lapang .n
3. Percocana Lapangian
4. Pewmbina lapanioan
L Koormlinator Leg.oog2
6. Alat dan Mahan Lagoogon
SUHAT, 518
Il PEEXRIAAH EAHIVY (N%)
1o Penghitungan v V'aoipanbaran
2 Peneriksann hil L
3. Repraodubsl Bet o
4. Alab dan biahan Yoo
598 Adwministrasi i« | whukoan
ARy RVERE
% i § PRIGETOLAAIT (
1. Houne Pembinn
Howwsr Popang o ok
Honor Pelaksi.. 1
Honor 'enaga o6
Honor BeondaYae d «f v 5 =
Administrani
2, Upih TORK, Peanc o) an 8e i
Penbiaarn ek vy chion
llﬂ-hl
3. Balanjia Pemelileonn
4. I'b(":‘uil_": f.ﬁi"‘-jfl':'l R
[ B Tronaito ka Koo il
6. Tronsibte ba Pt
JUHAT i
IV PEMASUKAN KK KAS MNIEGARA

TOral NMLAH

Petugas Ukur S5 u
Kasubai Paapulturan 41 %
Kani P dan 0 8%
Eakan (S
Kivaubal Peavaliban 3 %X
Kasi P daon 1M 13 %
Gty %
SR N SRS | AR
Petupgns Ukupe 1%
1. Syambadi 1 %
2.8ingeih DL 1 %
3. Kasubni Informasit 2%
Arviznl U, o
Kani P dao 1 % i o
I Kasubage 1) 1 %
2. Pendahora Kb L %
J.8ukadi Cs. L
20 %
* ;\'r‘c‘irbfl_ l %
Rasi B o I S
Hasabail Peasulran | W
Karubsi Intformansi 2%
”l'!l'l-luhhl‘.’l IFI'K 2%
Kasli P taa P11 3%
Kasd P Jdan 1 < U
HYRTE B ,) -:-'-il l“l. ..t A
4 %
t X
200 X

e s e L
10 %
IO%

Jember, .. 24 8([7(}904 IC):)E;

KAGL PHHOUKURAN DAN DRHLANT A RAN

TANAH

GELAKU PENANGGUNG JAWATS DK,

.
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LR b
BALE Y
UNTUK SATL

WUMT LI

I L R

P LG

GATUAN, BIAYALERL
2 LS RO KERAR DA ERE T AN
FedAH DENGAN LUAS SAMPAT
10 HA KAHTGE ERTAMAHAN KARUFATEN JEMEBER

Lo anGak RITHGEAM

GRADASTI LUAS

BIAYA / RIDANG

ic s D.F. JUMLAH
( m2 ) ( Rp. ) ( Rp. )

[ 0 - 1000 20,000 2,000 22.000
2. | 1.001 - 2000 34,950 %.450 28,000
. 2.001 = 3000 47 . 250 4,750 a2, 000
4, | 3.001 - 4000 50,000 6. 000 b6 . OO0
5. | 4.001 = S000 72,700 7. 300 80 . 000
b. | 5.001 - 6000 84,550 8.450 93, 000
7. | 6.001 = 7000 96 .3IH0 9. 650 106 . 000
g. | 7.001 - BOOO 109, 100 10.900 20,000
9. | B.0OOL - 9000 20,000 12,000 2,000
10, | 9.001 =10.000 131.800 13,200 145,000
11. |10.001-12.500 160.000 16,000 176,000
12. [12.501-15.000 189.100 18.900 208 .000
1%, |15.001-17.500 216,350 21.4650 238,000
14, [17.501-20,000 244,550 24,450 269,000
15. |20.001-25.000 00, 000 30,000 X0, 000
16, [25.001-20.000 354,550 35.450 T90. 000
17. |20.001-35,000 409,100 40 .5900 450, 000
18. [35.001-40,000 463,650 46,350 510,000
19. |40.001-45,000 518,200 51,800 S70, 000
20, [45.001-50,000 572.750 57 . 250 630,000
21. |50.001-60,000 677 .250 67 .750 745,000
22. [60.001-70,000 783,550 78 .350 862,000
2%, |70.001-80.,000 269. 100 88.900 978,000
24, [B0.001-50,000 995, 450 99,550 1.095.000
25. |90.001-100.,000 1.100,000 110,000

1.210,000

=2
o

~ -‘;;ir_EN

i

ﬁﬁ”ﬂ k8 " by, V dAmuard L9 9R
KE 'Q{ A KAMTOR FERTAMSHAN
| "5’?.‘(':\{‘.]|"'ﬁ']'|5'::!‘-| EPTERE R

)
{ry J=— - ? \
LAHTOR PERTARAHAN %

\ x

DO BUDTWASEODO

MIFL, QL0 039

125
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//
FENE TAFAN SATUAN RIAYA FPL

DaLAM FELAKSA aaM FEMGLIKLRAM DAk FEMETAAR

UNTUK SATU EIDANG TANMAH DENGAN LUAS SAMFPAT

10 HA KAMTOR FERTANAHAN EARUFATEN JEMEBER

LIRTONS 0l s LAFanGAaN  SEDANG
No. GBRNADAST LLIAS f il /4 BIDANG D.P.
 m2 ) ! (I S ( Rp. )
- —

1. 0 - 1000 | 24 OG0 2,400
2, 1,001 = 2000 | L4850 4,150
- 2.001 - 2000 | T 5. 650
P 2,001 - 4000 ‘ b e I 1) 7 . 200
Dla 4.001 — 5000 B 2500 82,750
&, D001 = 5000 101 8450 10400
4 S5.001 = 7Qaa 1 1 R L 2 I [P 't 2
Bl 7.001 = g000 120,900 =] 00
oS 8,000 ~ 9000 144,000 14,400
15 F G601~ 10 000 1. St 15.800
ST 10, 01 -12 ., 300 L SO 19 o200
( 125 B2 S01=3%NQ 00 D26 .00 225 700
I E o XS DO ST R0 299 . 8680 2. 780
14. |17.501-20.000 29480 285350
18, |20, Ol =2% , (O Z60.,000 26,000
16, |25,001=30.000 425 . 430 42,850
17, |30.001-35,000 490,900 49 .100
18. 29.001-40,000 986 .350 W o sal)
19. [40.001-45,000 621 .800 6&62.200
20 45.001-50,000 487 . 280 &B8.750
0 S0.001-60,000 2 , 750 81280
FolF SO, 001-70, 000 - 940 x50 P4 .080
22, 170,001-80.000 1.0866.900 106,706
24, 180,001-90.000 1 £949 . 550 119.450
25, [T0.001=100.000 1,320,000 L&, 000

JUMLAH

26,400
45,600
L3 . 400

T 200
Q&L 000
111.600
127 = 200
144,000
158,400
174 ., Q00

P b R 13
249 . 600
2845, 600
sa2 . 8O0
Z9&E, 000
468 .000
S40,000
G12.000
&84 000
794,000
24,000
1.0E4.,.400
1. A7 E.E600
- R g
b P - G B {1 {1

£

Al

AT

LI 2 N

Wartari
VT Akt
TR

1994
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FEMETAMAN SATUAN BIAYA FPL
palAM PELAKEARHSAN PERGUIKLIRAR DAR FEVET Ak
UNTUK SATU ERIDANG TANAH DENGAN LUAS SAMPEAT

16

LINT U

HA KANTOR

FERTANAHMAN

KOMNDIST LAFANGAN BERAT

KARBUFATEN JEMEBER

No .

GRADAST LUAS

( m2 )
12 0O = 1000
e 1,001 = 2000
RSt 2,001 = 3I0GO
4 Z.001 — 4000
i 4 001 =SSO0
&l B, Q018 = 5000
Ty 5 .QQY ~ FOg8
8. 7,001 —- OO0

135,

18,
1=
20,

21 .

Lriier,
e
o

-3
24,

25,

g.001 — 9CH0
Q.01 —~10,000
L0, O 112, B
12, S0 L=155 00
] SO0 = 17500
17..901=20Q.,000
20,001 ~-25 0810
25.001-30,000
Z0O,.001-35.,000
25.001-40,000
40,001-43.,000
5500 1—80., (HE
S50,001-60,000
&HO L, 001 =70, 000
70,001-80,000
80.,.001-90,000
QO,O0O01—-100, 000

ELAYA / BIDANG

( Rp. )

-~ G
T T
- =

JUMLAH

ZO L 000
b P RN
70 .00
Q¢ OO0
L0, 100
L 26 B0
) B TR B

1&% bh”
1820, OO0
1 877 1o

TEAY T
vy g
450 B0
Sevis 0D

TR U I TR T
SR L 800
H1LE &R0
HFD. AB0
ol 7 o 2 ov)
059,100
IOl 5 F60H
L e Wi R S
¢ e Y
1 .45 5200
1..650,.000

F.000
e N LT
Foai. IO

Q@ .O00
10,900
1 20 760
14.450
16.380
18.000
1.7 20
24,000
23 380
N2 a0
E26H.T700
g e ()
&1 . a0
&9, ‘T
A Y i L)
85,900
101.4600
) [ L7 AT e per U
1SR 350
149,300
165,000

TE L0000

BT OO0

78 .000

QG . OO0
120,000
1:359 ; ROO
159,000
180,000
198 . 000
21T GRO0
264,000

o e 3 [ ]
Z87 060
407, [O0
495,000

S S L0
&8, 000
765,000
855,000
Q45,000
Taodel i, DG
1 297 GO0
1.467 .,000
1.642.000
1815 ..000

y

Jdember,

o TR

e A
FOERT A ey
A L D L

AT O

L
'x'l.l.') LD T ASE 0D

| (;) (_I'J ,-:’1_ .

TR Py

e F
7
e Ho oue 175
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